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ABSTRACT

“A STUDY OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING
EVALUATION IN SUKAMARA REGENCY”

ALI ISWANDI
ali76iswandil@gmail.com

Graduate Studies Program Indonesia Open University

The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiences of
the law No. 25 of 2004 about the National Development Planning System in
Sukamara Regency, and to analyze the factors that supported and obstructed
in making of its planning documents. This research used Qualitative
method. The result of this research showed that the process of making local
regulations was suitable with the mechnism of legislation, however it did
not involve the role of the stakeholers, such as the private sectors and
society. The findings of this research stated that evaluation and participation
were needed in preparing the document for development planning at the
Sukamara Regency. The evaluation was done to choose and determine the
priorities of the various alternatives known as Ex-ante evaluation (Planning
Evaluation). The evaluation was one of aspects in managing the
development. The results of the evaluation could to be used as
considerations in the next decisions. The process of making the RKPD in
the Sukamara Regency in 2015 was done by involving various
stakeholders, such as from the regional gorvernment, the Representative of
Sukamara regency, and delegations from universities. Beside that, it also
involved the community leaders and religion leaders as the recognition of
the establishment of the moto of Sukamara Regency, whichwas
“Developing Sukamara from the Village”. Their involvement have been
begun since the Implementation of Development Planning Consultation of
the Village Level, the district level, SKPD Forum until the Musrenbang in
Sukamara Regency.

Keywords: Planning Document, Mechanism. Regency of Sukamara.
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ABSTRAK

“STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA”

ALI ISWANDI
ali76iswandil@email.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif dan efisien.Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) di Kabupaten Sukamara dan
mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat penyusuna
dokumen perencanaan tersebutn. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses
penyusunan perda telah sesuai dengan mekanisme peraturan
perundang-undangan yang ada, akan tetapi tidak melibatkan peran
serta stakeholder terkait seperti pihak swasta dan masyarakat. Temuan
penelitian ini menyatakan perlunya evaluasi dan partisipasi dalam
rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Sukamara
Evaluasi juga dilakukan untuk memilih dan menentukan skala
prioritas dari berbagai alternatif kemungkinan cara yang telah
ditetapkan sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi Ex-ante (Evalusi
pada tahap perencanaan). Evaluasi merupakan salah satu aspek dalam
siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
selanjutnya. Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara
Tahun 2015 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai
stakeholders atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur
Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD Kabupaten
Sukamara, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Sukamara
scbagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu
melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama
sebagai perwujudan dari Moto Pembangunan Kabupaten Sukamara
yaitu “Membangun Sukamara Dari Desa”. Keterlibatan tersebut
dimulai scjak dilaksanakannya Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Tingkat Desa Terintegrasi, Tingkat Kecamatan., Forum
SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten Sukamara yang
dilaksanakan pada tangga 27 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.

Kata Kunci: Dokumen Perencanaan, Mekanisme, Kabupaten
Sukamara.
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3. Kondisi Ekonomi;
Potensi Unggulan Dacrah
Wilayah Sukamara terbagi dalam lahan yang berbeda seperti hutan, rawa,
sungai, danau/genangan pantai dan tanah lainnya. Melihat kesesuaian lahan yang
bervariasi sangat cocok untuk tanaman keras dan perkebunan, sedangkan
disepanjang aliran sungai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air sungai
dapat diusahakan untuk jenis tanaman pangan;
1.  Kehutanan
Memiliki Potensi hutan kurang lebih 185.500 Ha yang tersebar di 5 (lima)
Kecamatan yaitu Sukamara, Balai Riam, Jelai, Pantai Lunci, Permata Kecubung.
Secara keseluruhan di peruntukkan untuk Cagar Alam. Hutan Lindung, Hutan
Produksi Terbatas. Hutan Produksi, Hutan Transmigrasi, KPPL dan KPP.
2. Pertambangan
Potensi pertambangan tersebar di 5 (lima) Kecamatan yang sangat
menjanjikan untuk diusahakan, sampai saat sckarang belum pernah dilakukan
explorasi/penelitian secara menyeluruh. Untuk sementara potensi tambang yang
baru termonitor melalui observasi permukaan tanah diperkirakan terletak pada
pada beberapa kecamatan yakni :
a.  Batu Permata Kecubung di Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan
Balai Riam
b.  Pasir Kuarsa dan Koalin di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai
Bijih Besi dan Pasir Zirkon (pasir puya) di Kecamatan Permata Kecubung

dan Kecamatan Pantai Lunci.
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c.  Batu Belah. Batu Kapur, Kenkil dan Tanah Liat di Kecamatan Balai Riam
d.  Batu Apung, Andesit, Basalt di Kecamatan Balai Riam
3. Pariwisata

Kabupaten Sukamara memiliki beberapa obyek wisata yang cukup potensial
dan sangat menarik untuk dikunjungi karena memiliki ciri kekhasan tersendiri.
Obyek wisata yang dimiliki antara lain :
a. Pantai

Pantai-pantai yang dapat dikunjungi sebagai pariwisata panorama alam dan
pariwisata bahari meliputi Pantai Kuala Jelai, Pantai Tanjung Nipah, Pantai
Tanjung Selaka, Pantai Sungai Ramis, dan Pantai Kampung Baru.
b.  Bukit Patung

Merupakan dataran tinggi vang membentuk bukit-bukit dengan panorama
alam yang sejuk dan alami serta bernuansa budaya tradisional, lokasi ini berada di
Kecamatan Balai Riam.
¢.  Danau Burung

Daerah ini memiliki daya tarik tersendiri, pada musim tertentu didatangi
sekelompok burung-burung liar yang langka untuk bersarang dan bertefur . Danau
ini mempunyai luvas kawasan + 76.110 Ha.
Sungai Jelai

Merupakan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan
alur sungai yang alamnya masih alami dan segar untuk dinikmati karena memiliki

daya tarik tersendiri.
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d.  Seni Budaya

Masyarakat Sukamara termasuk masyarakat yang sangat menghargai seni
budaya, memiliki keragaman budaya yang multi etnis sehingga dapat
memperkaya kesenian budaya setempat.

Budaya-budaya yang sampai saat ini masih terjaga lestari di masyarakat
Sukamara antara lain, Pantun Seloka, Barongsai, Seni Qosidah, Tari Japen,
Hadrah dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui jawaban responden
terhadap data-data yang ingin didapatkan oleh Penulis. Adapun jawaban
responden saat wawancara dengan penelitian tentang Studi Tentang Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sukamara vang terinci dibawah
ini. Jawaban responden di sajikan dalam resume yang menjawab pertanyaan dari
setiap pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara Good Governance adalah
proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas
dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu Negara dan pendayagunaan
sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak
dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi.

Mengingat cakupan prinsip-prinsip Good Governance yang begitu juas,
menyangkut 10 prinsip versi UNDP yaitu (partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, efisiensi
dan efektivitas, berorientasi consensus, saling ketergantungan) maka dalam

penelitian ini Penulis membatasi Good Governance yang diteliti hanya pada aspek
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partisipasi dan transparansi di Bappeda Kabupaten Sukamara, untuk
mempersempit dan memfokuskan permasalahan penelitian.

Transparansi yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Untuk mengukur transparansi aparatur Bappeda Kabupates Sukamara, dapat
dilihat dari beberapa indikator, yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang
prosedur- prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme
pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, meningkatkan arus informasi
melalui kerja sama dengan media massa atau lembaga non pemerintahan,
meningkatnya jumiah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
daerahnya, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan,
adanya akses informasi schingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi
kebijakan pemerintah dan berlakunya prinsip check and balance antar lembaga
Eksekutif dan Legislatif.

Diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara
berikut;

“Bappeda Kabupaten Sukamara selalu mensosialisasikan jadwal
pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat. Setelah Surat Edaran Bersama
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Mendagri
turun, dimana SEB ini merupakan pedoman tata cara dan jadwal pelaksanaan
musrenbang, dan merupakan landasan hukum pelaksanaan musrenbang, maka
Bappeda Kabupaten Sukamara kemudian membuat surat undangan jadwal
pelaksanaan musrenbang kepada kecamatan, dan selanjutnya kecamatan akan
menyampaikan undangan kepada Kelurahan tentang jadwal pelaksanaan

musrenbang, lalu Kelurahan langsung akan mengundang masyarakat (PKK,
tokoh masyarakat, organisasi kepemudoan dif) untuk menghadiri musrenbang
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tersebut .
(Hasil wawancara September 2016)

Sosialisasi jadwal pelaksanaan musrenbang cukup mudah untuk diakses
masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk memberikan surat undangan oleh
Bappeda kepada pihak kecamatan, dan selanjutnya pihak kecamatan akan
memberikan undangan yang berisi jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak
Kelurahan. Jadwal pelaksanaan musrenbang juga dapat diakses oleh masyarakat
melalui media massa dan dengan membuka situs.

Program pembangunan dalam RKPD akan didokumentasikan lalu
didistribusikan kepada masing-masing kecamatan. Dan dikecamatan, pada saat
reses, yang dihadiri oleh pihak Bappeda, SKPD dan DPRD serta perwakilan
masyarakat, dibacakanlah program-program usulan masyarakat yang telah
diakomodir dalam RKPD. Pihak Bappeda akan menjelaskan kepada masyarakat
tentang alasan aspirasi masyarakat yang telah terakomodr dalam RKPD dan
aspirasi yang tidak terakomodir.

Dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Bappeda tidak
melibatkan masyarakat. Diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara
dalam wawancara bertkut;

“Masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan RKA karena menurut
Bappeda masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam perumusan RKA, tugas
tersebut hanva wewenang Legislatif dan Eksekutif Tetapi pada tahap sidang
paripurna DPRD dalam pembahasan RKA tersebut dapat dihadiri oleh
masyarakat. Sedang ada responden yang menjawab dalam peryusunan RKA
melibatkan masyarakat, sebab persepsi mereka masyarakat dalam hal ini adalah
DPRD yang dipilih rakyat sebagai wakil mereka dalam penyelenggaraan
pemerintahan’.

(Hasil wawancara September 2016)

Terkait dengan dokumen APBD hasil wawancara menyatakan dokumen
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tersebut tidak dapat dengan mudah diakses oleh masvarakat. Dokumen APBD
hanya dapat diakses pada saat sidang paripura DPRD dalam pembahasan RAPBD,
tetapi tidak disebar luaskan secara bebas kemasyarakat, misalnya dalam bentuk
publikasi di media massa atau internet. Serta di Bappeda selalu melibatkan unsur
masyarakat dalam merumuskan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
(RKPD).

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan vang
diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi
berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar
masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi
pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara
tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui
perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan,
evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk
menyelesaikan isu sektoral.

Untuk mengukur partisipasi aparatur Bappeda, dapat dilihat dari beberapa
indikator, yaitu Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang
representatif, jelas arahnya, dapat dikontrol dan bersifat terbuka. Kemampuan
masyarakat untuk terlibat dalam proses pelayanan publik, fokus pemerintah

adalah memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi serta
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Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan

kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan

arah prioritas dan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan

serta rancangan pagu indikatif yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD

untuk menyiapkan rancangan Renja SKPD, dengan demikian Rancangan Awal

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun

yang direncanakan Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung

jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang

bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD.

Prinsip-prinsip Penyusanan Rancangan Awal RKPD

Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal

RKPD adalah:

I.  RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, dengan demikian maka

penyusunan Rancangan Awal RKPD harus mengacu pada RPIMD. serta

memperhatikan usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju

yang diajukan tahun sebelumnya.

2. Substansi utama vang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi

a.

b.

Isu strategis daerah

Kerangka ekonomi daerah

Arah kebijakan keuangan daerah

Pagu indikatif SKPD dan indikasi alokasi dana desa

Program dan prioritas kegiatan
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3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD (dan indikasi alokasi dana desa
bagi Kabupaten/Kabupaten) merupakan informasi yang wajib disampaikan
dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat
dibutvhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk Kabupaten/Kabupaten)
sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan
rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif tersebut juga berfungsi sebagai
koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD (serta pelaksanaan
musrenbang desa dan musrenbang kecamatan), schingga proses
pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

4 Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan
RKPD yang prosesnya dilakukan secarapartisipatif.

5. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya
persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD
untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember).
Seclanjutnya, paling lambat pada akhir bulan Januari Rancangan Awal
RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit
kegiatan.

Sesuai dengan Tupoksi Bappeda yang salah satunya adalah melakvkan
penelitian dan penyusunan data statistik hasil pelaksanaan pembangunan daerah
yang telah ditetapkan sebelumnya sebagi bahan pelaporan kepada Kepala Daerah.
Dalam Bappeda selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan
realisasi program pembangunan dalam RKPD, dimana tugas melaksanakan

pengawasan / monitoring terhadap program pembangunan daecrah dilakukan oleh
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bidang monitoring dan pelaporan, sesuai dengan Keputusan Kabupaten Sukamara
Tentang Uraian Tupoksi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sukamara No: 061-
2412/SK/2001, bidang monitoring dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bappeda Kabupaten Sukamara dibidang monitoring dan pelayanan
serta mengevaluasi dan membuat laporan hasil-hasif proyek pembangunan daerah
Kabupaten Sukamara.

Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam
pelaksanaan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari
musrenbang Kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang SKPD dan
musrenbang Kabupaten, masyarakat berhak untuk berpartisipasi di dalamnya,
dalam rangka mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan tingkat desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana
kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/
Kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi
oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda.

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan
bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya
menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh
Kepala Bappeda Kabupaten/Kabupaten. Musrenbang SKPD vaitu wahana
pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan

bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang
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direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas
dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang
kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD.
Sedang musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah para pemangku
kepentingan di tingkat Kabupaten/Kabupaten untuk mematangkan rancangan
RKPD Kabupaten/Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD
dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya
digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Musrenbang dapat dilaksanakan jika telah dikeluarkan Surat Edaran
Mendagri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang. Surat Edaran
tersebut sebagai landasan hukum bagi Bappeda seclaku fasilitator dalam
perencanaan pembangunan daerah untuk mengeluarkan surat undangan atas nama
Bupati perihal penyelenggaraan musrenbang Kelurahan dan musrenbang
kecamatan, yang mana undangan tersebut akan disampikan kepada pihak
kecamatan dan selanjutnya pihak kecamatan akan menurunkan surat undangan
perihal penyelenggaraan musrenbang Kelurahan pada pihak Kelurahan.
Selanjutnya Kelurahanlah yang langsung mengundang perwakilan masyarakat
setempat yang berkompeten untuk ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang
tersebut.

Setelah musrenbang Kelurahan dilaksanakan, maka selanjutnya paling
lambat minggu ke-3 bulan Februari sudah dilaksanakan musrenbang kecamatan
dimana salah satu peserta musrenbang kecamatan ini adalah delegasi hasil

musrenbang Kelurahan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang SKPD
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pada minggu ke -1 bulan Maret yang juga dapat dihadiri oleh perwakilan
masyarakat. Musrenbang SKPD ini merupakan forum pembahasan strategis yang
mempertemukan pendekatan teknokratis dan fop-down dengan pendekatan
partisipatif dan bottom-up.

Pada tahap musrenbang Kabupaten terkadang minim partisipasi masyarakat.
Peserta lebih banyak didominasi oleh aparat pemerintah daerah, seperti Bupati,
SKPD, DPRD, perwakilan Bappeda Pemprov Kalteng. sehingga masyarakat
enggan untuk hadir. Good Governance merupakan suatu kondist yang menjamin
adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta
adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen Good Governance
yakni, pemerintah (government), rakyat (citizen/ civil society) dan usahawan
(privat) vang berada disektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata
hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh
terhadap upaya menciptakan Good Governance. Jika kesaman derajat itu tidak
sebanding atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari Good
Governance (Thoha, 2003:63).

Oleh karena itu, Good Governance menghendaki adanya keterlibatan
masyarakat dan swasta dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan yang
dahulu hanya merupakan wilayah pemerintah saja sedang masyarakat hanya
dijadikan sebagai objek. Salah satu ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan
adalah perencanaan pembangunan daerah, dimana forum partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah musrenbang.

Dalam pelibatan proses penyusunan Musrenbang bahwa pihak swasta
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selalw/sering dilibatkan dalam proses musrenbang. Hal ini seperti juga
diungkapkan olch Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara
berikut;

“Dalam Surat Edaran Mendagri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan
musrenbang tidak dicamtumkan secara spesifik peserta musrenbang dari kalangan
usahawan. Di dalam Surat Edaran tersebut hanya mencanmtumkan peserta
musrenbang adalah dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga
menimbulkan kebingungan terhadap identifikasi stakeholder dari unsur swasta.
Sebab defenisi konsep usahawan menurut Bappeda masih bias".

(Wawancara September 2016)

Sehingga dari wawancara diatas telah ada usaha yang ada dilakukan
Bappeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang
Pernyataan visi ini mengandung makna sebagai berikut:

.  Perencanaan, mengandung makna untuk mewujudkan pembangunan
Kabupaten Sukamara sebagai Kabupaten mandiri, maju, sejahtera dan
berwawasan lingkungan diperlukan tindakan masa depan yang tepat melalui
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

2 Profesional, tindakan masa depan yang tepat dengan urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tepat tersebut dilakukan oleh sumber
daya manusia perencana yang ahli dan berkualitas dengan menggunakan
model-model perencanaan di seluruh biadng pembangunan Kabupaten
Sukamara schingga dapat terwujud Kabupaten Sukamara yang mandini,
maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan.

3. Aspiratif, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten

Sukamara tersebut melibatkan seluruh unsur dan lapisan masyarakat,

organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah yang
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Sebelum musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dilakukan, terlebih dahulu Bappeda melakukan tahap identifikasi
stake holder. 1dentifikasi stakeholder dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari
unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses
penyusunan RKPD. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda
Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

Langkah-1 : Menyusun inventarisast daftar perguruan tinggi, asosiasi-
asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam
perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda
sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber lainnya.

Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang
terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau
institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun,
fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra diskusi, dan
juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan
proses penyusunan RKPD.

Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala
Daerah untuk pelibatan para stakeholder dalam proses
penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki.

Langkah-4 : Mengundang para stakeholder yang cocok dan sesuai perannya
dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka
penyusunan dokumen RKPD.

(Hasil Wawancara, September 2016

Secara teoritis, di Negara-Negara yang menganut faham demokrasi,
gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat
berhak turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu ruang
lingkup penyelenggaraan pemerintahan adalah perencanaan pembangunan daerah.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sangat diperiukan,
sebab dengan partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan

dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif, atau dengan perkataan lain sesuai
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dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperfukan karena
masyarakat merupakan salah satu dari stakeholder yang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan.

Selain itu, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga
sebagai subjek pembangunan, responden juga berpendapat bahwa dengan
melibatkan masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi
masyarakat. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten
Sukamara dalam wawancara berikut;

“Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan,
contohnya, melalui Kelurahan, Bappeda sudah mensosialisasikan jadwal
pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan selanjutnya Kelurahan yang akan
mengumumkan kepada masyarakat urtuk ikut serta dalam proses Musrenbang.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena dengan
melibatkan masyarakat akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyaraka,
sehingga dapat disusun program-program pembangunan yang merupakan
kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan. Selain itu, dengan partisipasi
masyarakat akan menimbulkan rasa ’sense of belonging” (rasa memiliki)
terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan turut
serta memelihara hasil-hasil pembangunan.

Contoh: saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir
merata, hampir tidak terdapat lagi jalan-jalan yang rusak. Masyarakat ikut
menjaga hasil pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada
kendaraan yang berainya / kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal
yang tertulis diportal, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas.
Sehingga jalan tidak mudah rusak. ™

(wawancara September 2016)

Efektivitas Perencanaan Pembangunan adalah suatu perencanaan yang bisa
membedakan apa yang scyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan,
dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebatk mungkin yang
benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap
dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan

objek perencanaannya. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda
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Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut:
“Dalam perencanaan pembangunan daerah, Badarn Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sukamara berfungsi sebagai fasiliiator dalam pelaksanaan
Musrenbang. yang dimulai dari tingkat Kelurahan. Kecamatan, Forwm SKPD dan
Kabupaten.”
(Hasil wawancara Sepiember 2016)

Dari hasil wawancara diatas hal ini sesuai dengan teori Aim Abdu! Karim
habwa untuk melihat efekiivitas perencanaan pembangunan di Kabupaten
Sukamara, dapat dilihat dari indikator sebagai berikui:

. Adanya Kketerlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak
langsung (terutama aspirasinya) dalam setiap pengambilan kebijakan asau

formulasi rencana vang di buat pemerintah.

R

Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan

dilakukan dengan kebutuhan masvarakat.

'Lp.)

Terakomodimya aspirasi masyarakat dalam Rencana Kerga Pemerintah

Daerah (RKPD).

4. Tercapainva sualu lujuan perencanaan pembangunan vang berbasis
kerakvatan.

5. Tercapainya tujuan perencanaan pembangunan sesuai atau  bertepatan
dengan wakts vang telah ditentukan.

Bappeda sclalu menganalisis kebutuhan masyarakat tertebih dahulu untuk
dijadikan masukan dalam pemyusunan rancangan awal RKPD. Penyussnan
rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD vang
prosesnya dilakukan secara partisipatif. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh

Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;
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“Tim Inti Penyvusunan RKPD adalah pihak Bappeda. Substansi utama yang

termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi isu strategis daerah, kerangka

ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, pagu indikatif SKPD dan
indikasi alokasi dana Kelurahan, program dan prioritas kegiatan”

(Hasil wawancara September 2016)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal

RKPD adalah sebagai berikut:

1. Bappeda melakukan review RPJMD dan kompilasi rancangan
program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana. Kompilasi rancangan
program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD
tahun (n + 1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali
kepada setiap SKPD.

2.  Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah vang ditujukan
kepada seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD
mengkonfirmast, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program
dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan
memperhatikan prioritas daerah.

3. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan
dilengkapi formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan
SKPD yang telah disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian
formulir isian tersebut kepada Bappeda, yaitu selambat-lambatnya | minggu
setelah surat edaran disampaikan.

4, Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan

kegiatan yang telah dikonfirmasi/direview/dievaluasi atau usulan perubahan

dari masing-masing SKPD.
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5. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks
program setiap SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD
yang dicocokkan dengan hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan
evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu, kemudian menyusun rekapitulasi
dengan menggunakan form lampiran B-4.

6.  Sambil melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan
Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal
RKPD secara lengkap. Untuk itu prototype daftar isi dokumen RKPD dapat
digunakan sebagai pedoman.

7. Melakukan serangkaian diskusi terfokus dengan beberapa stakeholder utama
SKPD yang bersangkutan, Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi terkait, dan
komisi di DPRD, khususnya untuk membahas isu strategis dan prioritas
pembangunan dacrah untuk tahun yang direncanakan.

8.  Melakukan pembahasan rancangan awal RKPD yang berisi beberapa
rencana kerja dengan para Kepala SKPD, guna disepakati sebagai pedoman
penyusunan rancangan Renja-SKPD.

9.  Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal
kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh
SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD.
Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kabupaten juga merupakan bahan acuan
bagi desa/Kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang
desa/Kelurahan dan musrenbang kecamatan.

10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar
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setiap SKPD menverahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai
dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

Bahwa program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Sebab program pembangunan dalam RKPD tersebut
adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang, walaupun tidak
seluruhnya aspirasi masyarakat diakomodir, sebab memperhatikan dafiar prioritas
kegiatan pembangunan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Hal ini seperti
juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara
berikut;

“Keterbatasan dana pemerintah dalam APBD, tetapi jika ada program
pembangunan yang belum terealisasi pada tahun rencana, maka akan diusulkan
kembali untuk perencanaan pembangunan daerah yvang akan datang, atau dalam
perubahan APBD (APBD-P)”

(Wawancara, September 2016)

Jikapun nantinya aspirasi masyarakat dalam musrenbang selalu diakomodir
dalam RKPD, aspirasi masyarakat yang diakomodir adalah yang sesuai dengan
daftar prioritas kegiatan pembangunan. Program pembangunan di dalam RKPD
selalu dirumuskan secara bersama-sama dengan unsur masyarakat.

Proses penyusunan RKPD dilalui dengan tahap musrenbang. Hal ini sesuai
dengan teori manajemen oleh Henry Fayol bahwa pelaksanaan
perencanaan/musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan
para pemangku Kkepentingan pembangunan untuk membahas rencana
pembangunan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada

pihak yang berwenang atau bertanggung jawab pada kegiatan tersebut maupun

yang berkomitmen untuk melaksanakannya dibawah koordinasi Kepala Bappeda.
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“Bahwa Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance
(Partisipasi dan Transparansi). Dalam hal partisipasi, Bappeda selalu
mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan
daerah yang forummya adalah musrenbang. Sebelum musrenbang dilaksanakan,
Bappeda lebih dahulu melakukan identifikasi stakeholder, yaitu untuk mencari
siapa, dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi umuk dilibatkan secara
aktif dalam proses penyusunan RKPD. Setelah diidentifikasi, maka Bappeda
mengundang para stakeholder yang cocok dan sesuai perannya dalam kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokwumen RKPD.
Menurut Bappeda partisipasi masyarakat sangat penting sebab keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan daerah untuk menghasilkan konsensus
dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan”.
(Hasil wawancara September 2016)

Dalam hal transparansi, Bappeda selalu mensosialisasikan setiap jadwal
pelaksanaan musrenbang dan mensosialisasikan kembati dokumen RKPD kepada
masyarakat melalui pihak kecamatan. Penyusunan rancangan akhir RKPD,
program pembangunan yang diusutkan dalam musrenbang, khusunya yang
menyangkut kepentingan publik/ masyarakat selalu diakomodir.

Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan
memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang,
kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul
kebutuhan program/kegiatan baru yang bersifat darurat, misalnya karena ada
bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu,
maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasi musrenbang.
Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara
dalam wawancara berikut;

“Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang telah
mengalami serangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagui pendekatan
perencanaan (teknokratis, politis, demokratis/patisipatif, bottom-up dan top-

down)”.
(Hasil wawancara September 2016)
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Dalam penyusunan rancangan akhir RKPD, Bappeda selalu mendahulukan
aspirasi masyarakat/ kepentingan publik dari pada kepentingan birokrasi. Dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menghendaki agar
penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan prinsip- prinsip kepemerintahan
yang baik atau lazim disebut dengan Good Governance. Apakah Bappeda sudah
menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, Transparansi)?
Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi,
Transparansi) tetapi dalam tingkatan yang “cukup baik™ .

) Transparansi yang dilakukan Bappeda dalam hal mensosialisasikan jadwal
pelaksanan Musrenbang (Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,
dan Musrenbang Kabupaten). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara
menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Musrenbang ke
Kelurahan, lalu selanjutnya Kelurahan akan mengundang masyarakat
untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut, biasanya sosialisasi yang
dilakukan Kelurahan dengan membuat pengumuman di papan pengumuman
kantor.

Bappeda akan menyampaikan Surat undangan atas nama Bupati kepada
Kelurahan atau Kecamatan dengan terlebih dahulu menerima Surat Edaran
Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Menteri Dalam
Negeri Tentang Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang. Selain
itu, transparansi juga diterapkan dalam dokumen-dokumen publik seperti
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dapat diakses oleh masyarakat.
Dokumen RKPD disosialisasikan dalam Musrenbang Kabupaten, sedang
dokumen APBD dapat diketahui oleh masyarakat pada saat Sidang
Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran
(RKA).

Dalam hal partisipasi, Bappeda selalu melaksanakan Musrenbang secara
bertahap, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kabupaten. Dimana dalam proses Musrenbang tersebut telah
melibatkan masyarakat. Namun ada kendala yang dihadapi dalam setiap
pelaksanaan Musrenbang, yaitu jadwal pelaksanaan Musrenbang yang sering
tidak tepat waktu dikarenakan terlambatnya Surat Edaran Bersama Menteri
Perencanaan Pembangunan dengan Mendagri diturunkan ke Kabupaten /
Kabupaten. Bappeda sudah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar
Surat Edaran tersebut dapat diturunkan dibulan November/ Desember, namun

)
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sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi. (Hasil wawancara September 2016)

Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi,
Transparansi) tersebut Bappeda pemah mengalami kesulitan/ hambatan hal ini
seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam
wawancara berikut;

Bappeda pernah mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan
prinsip-prinsip Good Governnace (Partisipasi dan Transparansi). Dalam hal
transparansi misalnya, belum maksimal dijalankan, hal ini terlihat dari dokumen-
dokumen publik seperti APBD dan RKPD yang tidak dapat dengan mudah
diakses oleh masyarakat luas. Dokumen tersebut hanya dapat diakses dalam
forum seperti Musrenbang dan Sidang Paripurna DPRD. Sebab adanya
kekhawatiran dari Pemerintah Daerah bila dokumen tersebut dipublikasikan
secara bebas kemasyarakat luas, maka akan menimbulkan reaksi yang negatif
dari masyarakat bila mereka merasa aspirasi yang mereka usung dalam
Musrenbang tidak sepernuhnya terakomodir dalam RKPD. Pemerintah Daerah
khawatir akan timbul konflik dan berimplikasi pada terganggunya stabilitas
politik Kabupaten Sukamara. Persepi masyarakat awam, tentunya mereka
menghendaki agar usulan pembangunan mereka dapat diakomodir sepenuhnya
oleh Pemerintah Daerah sebagai program pembangunan tahunan yang nantinya
akan direalisasikan. Karena masyarakat tidak masuk dalam suatu sistem
pemerintahan, sehingga mereka tidak mengerti bahwa ada mekanisme yang
mengatur proses pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai
program pembangunan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Bappeda memang berperan sebagai fasilitator dalam
perencanaan pembangunan. Bappeda bertugas mensosialisasikan jadwal
pelaksanaan Musrenbang vang dimulai dari Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, sosialisasi tersebut dalam
bentuk Surat undangan yang ditanda tangani oleh Bupati lalu diberikan kepada
pihak Kelurahan dan Kecamatan. Ketika Musrenbang Kelurahan dilaksanakan,
aspirasi masyarakat akan ditampung sepenuhnya, lalu Kelurahan akan
mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk proposal yang
nantinva akan dibahas kembali dalam Musrenbang Kecamatan. Tidak
sepenuhnya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan diakomodir
dalam RKPD tetapi harus ditentukan / diidentifikasikan apa yang menjadi skala
prioritas Kecamatan dan seterusnya dalam Musrenbang Kabupaten, prioritas
Kecamatan disesuaikan dengan program prioritas Kabupaten dan seterusnya
sampai ketahapan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sehingga
aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan tidak dapat sepenuhnya
terakomodir.

(Hasil wawancara September 2016)
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Dengan sistem perencanaan pembangunan seperti itulah salah satu
penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah
daerah sudah berusaha untuk menyertakan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan yang forumnya Musrenbang, tetapi pada praktieknya sering terjadi
Musrenbang Kelurahan yang minim partisipasi masyarakat hal ini seperti juga
diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara
berikut;

Ada hal yang menyebabkan masyarakat enggan terlibat dalam
pembangunan. Hal tersebut amtara lain, yaitu sikap apatis masyaraka,
dikarenakan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga mereka tidak
mengerti peranan dan manfaat serta fungsi diadakannya Musrenbang, masih
rendahnya akses lerhadap informasi publik, kemandirian organisasi warga,
rendahnya keterlibatan kelompok perempuan dan rendahnya kapasitas mengelola
Jorum- forum musyawarah.

(Hasil wawancara September 2016)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menghendaki adanya partisipasi
masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu forumnya adalah
Musrenbang. Apakah dalam Musrenbang, Bappeda sudah mengajak masyarakat
untuk ikut serta berpartisipasi hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala
Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

“Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, contohnya. melalui Kelurahan, Bappeda sudah mensosialisasikan
jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan selanjutnya Kelurahan yang
akan mengumumkan kepada masyarakar untuk ikut serta dalam proses
Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena
dengan melibatkan masyarakat akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan
masyarakat, sehingga dapat disusun program-program pembangunan yang
merupakan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan. Selain itu, dengan
partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa “sense of belonging” (rasa
memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan
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turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan”.
(Hasil wawancara September 2016)

Saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir merata,
hampir tidak terdapat lagi jalan-jalan yang rusak. Masyarakat ikut menjaga hasil
pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada kendaraan yang
beratnya / kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal yang tertulis
diportal. maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. Sehingga jalan
tidak mudah rusak.

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang idealnya
adalah seperti yang dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai
berikut;

Masyarakat diundang dalam Musrenbang, dan masyarakat berhak untuk
menyampaikan aspirasinya. Sistem komunikasi yang digunakan dengan cara
berdialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah
Daerah  menampung aspirasi masyarakat  berdasarkan permasalahan-
permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tetapi dalam
hal ini partisipasi masyarakat hanya sebatas penyampaian aspirasi’ masalah-
masalah pada daerah mereka, tidak dalam hal menentukan solusi pemecahan,
karena bagian itu merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Walaupun secara
idealnya, dalam perencanaan pembangunan partisipatif saat ini, masyarakat
wajib dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, tetapi penerjemahan
perencanaan pembangunan partisipatif versi pemerintah berbeda. Menurut sudut
pandang pemerintah, partisipasi masyarakat cukup hanya dalam penyampaian
aspirasi dalam Musrenbang dan ketika proses penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA). masyarakat tidak dilibatkan. karena merupakan wewenang
pemerintah saja (Eksekutif dan Legislatif). Karena dikhawatirkan partisipasi
masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan hanya akan menimbulkan
dampak high cost, dan mengganggu konsentrasi kerja pemerintah dan waktu yang
berbelit-belit/ lama (red tape.)

(Hasil wawancara September 2016)

Aspirasi masyarakat dalam Musrenbang selalu diakomodir dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara

sebagai berikut;
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“Aspirasi masyarakat selalu diakomodir dalam Musrenbang, 1etapi dalam
tahap pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKPD
perlu disaring kembali, dengan cara berkoordinasi dengan insiansi-instansi
terkait (SKPD) lalu dirumuskan prioritas pembangunan. Dengan adanya skala
prioritas tersebut dan mengingat terbatasnya sumber daya dana dan waktu, maka
tidak sepenuhnya / seluruhnya kehendak masyarakat dapat diakomodir dalam
RKPD. Dalam APBD memang alokasi anggaran publik (aparratus spending)
lebih besar dari pada anggaran pembangunan (public spending), yaitu 70%
berbanding 30%. Tetapi hal tersebut hanya dilihat dari segi kuamitatif Yang
perlu diketahui bahwa 70% aparatus spending itu pun ditujukan untuk penunjang
kemudahan pelayanan public ™.

(Hasil wawancara September 2016)

Secara teoritis, ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak
hanya mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga
masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran, implementasi
dan evaluasi. Apakah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
masyarakat dilibatkan seperti halnya dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara
sebagai berikut;

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi
masyarakat diwakili oleh anggota DPRD, adapun mekanisme pernvusunan RKA
yaitu, SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mereka, lalu oleh tim
penyusun anggaran (Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah) dibahas bersama-
sama, dan tim memutuskan atau menentukan skala prioritas pembiayaan kegiatan
yang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD lalu
diparipurnakan, dalam tahap ini , masyarakat (Organisasi Kemasyarakatan,
LSM, Pers) diperbolehkan untuk menghadiri. Dan setelah disetujui oleh DPRD,
lalu akan dievaluasi oleh Gubernur, jika 10 hari sudah berlalu tanpa tanggapan,
maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman penyusunan APBD
(Hasil wawancara September 2016)

Secara lebih renci pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran
daerah dan penyusunan RKA SKPD yaitu:

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah

dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: KUA, PPAS, dan RKA SKPD. KUA, PPAS,
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dan RKA SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena
menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran. KUA,
PPAS, dan RKA SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan
stakeholder atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh
karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti
RKPD, Renja SKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab
Kepala Daerah. Penyusunan rancangan KUA mengacu pada Peraturan Kepala
Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sedangkan penyusunan
rancangan PPAS disusun setelah terdapat kesepakatan KUA antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD yang menjadi dasar penyusunan PPAS.

Sedangkan esensi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah sebagai
berikut:

1.  Disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati
2. Disusun oleh TAPD dan dinas bersama Panitia Anggaran DPRD
Prinsip-prinsip Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan KUA mengacu pada Perkada RKPD dan penyusunan PPAS
mengacu pada KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD. Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Dacrah kepada DPRD paling

lambat pada pertengahan bulan Juni.
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Rancangan KUA berisikan antara lain:

a. Pencapaian kinerja dan uraian ringkas identifikasi
permasalahan/hambatan dan tantangan utama pada tahun sebelumnya,
perkiraan tahun berjalan dan perkiraan tahun yang direncanakan.

b. Gambaran umum prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam
RKPD

¢. Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan,
vang memuat asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran
tahun rencana, yang menyangkut: (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan
ckonomi regional, (3) tingkat pengangguran regional, (4) asumsi lainnya
yang digunakan.

d. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun
yang direncanakan.

e. Format KUA diatur dalam Permendagri 13/2006

3. Rancangan KUA dibahas bersama Pemda dengan DPRD

4. KUA yang telah disepakati menjadi acuan bagi Kepala Dacrah untuk

menyusun rancangan PPAS dan selanjutnya rancangan PPAS tersebut
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

5. Pembahasan PPAS paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan

Juli.

6. PPAS memuat Prioritas dan Plafon Anggaran menurut urusan wajib/pilihan

dan organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7.  Pembahasan PPAS melalui langkah-langkah berikut :
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a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan

¢. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing — masing program.

Penyusunan RKA SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut:

i.

2.

10.

Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS yang telah disepakati

Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja
Menggunakan prakiraan maju perkiraan belanja untuk tahun berikutnya
Menggunakan pendekatan kinerja (masukan dan keluaran)

Pentilaian kewajaran dengan Standar Analisis Belanja (SAB)

Pendekatan ASB : Analisis Standar Biaya untuk menilai kewajaran Beban
Kerja dan Biaya

Sesuai dengan TUPOKSI SKPD

Menggunakan Standar Biaya

Menggunakan Tolok Ukur Kinerja

Terdiri atas belanja langsung (kegiatan) dan belanja tidak langsung

(periodik atau non kegiatan)

Prinsip-prinsip Penyusunan RKA SKPD

RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
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I.  Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD menyusun RKA- SKPD
mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan Kepala
Daerah termasuk lampirannya yang mencakup KUA, PPA, kode rekening
APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga,

serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM)

[

RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
berdasarkan prestasi kinerja.
3. RKA-SKPD berisikan :

1 Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD

2 Rincian anggaran pendapatan SKPD

3 Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD.

4 Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan

kegiatan SKPD untuk tahun rencana dan tahun berikutnya (n+1).

S Rincian penerimaan pembiayaan daerah

6 Rincian pengeluaran pembiayaan daerah

Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi
masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, dan Perda merupakan saranan
hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam
pemerintahan. Tata cara / prosedur partisipasi masyarakat adalam perencanaan
pembangunan sudah terlembagakan dalam suatu Peraturan Daerah dikemukakan

oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;
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Prosedur  partisipasi  masyvarakat  dalam  pembangunan  belum
terlembagakan dalam suatu Perda, scbab jika pemerintah daerah ingin
mengeluarkan Perda, maka ada prosedur nya yaitu, memmggu Insiruksi dari
Mendagri. Instruksi ini merupakan landasan hukum pembuatan Perda.

(Hasil wawancara September 2016)

Terkait apakah Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
implementasi RKPD hal tersebut dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara
sebagai berikut;

“Bappeda selalu melakukan monitoring dan evaluasi, sebab hal tersebut
merupakan lugas pokok dan fungsi Bappeda bidang monitoringdan pelaporan.
Setiap triwulan Bappeda akan memonitor pelaksanaan pembangunan pada
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apakah SKPD tersebut
sudah menjalankan program kerjanya sesuai dengan rencana atau belum. Jika
belum, maka Bappeda akan meminta penjelasan pada instansi yang belum secara
maskimal menjalankan program kerjanya, lalu hasil dari monitoring tersebut
akan didokumentasikan dalam laporan yang nantinya akan disampaikan ke
Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan Bupati”.

(Hasil wawancara September 2016)

Jika dalam pelaksanaan RKPD terjadi suatu penyimpangan, misalnya ada
program pembangunan yang tidak terealisasi scbagaimana mestinya, maka
Bappeda melakukan suatu tindakan korektif hal tersebut dikemukakan oleh
Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

“Ya, sesuai dengan Tupoksi Bappeda. maka Bappeda selalu memonitor dan
mengevaluasi implementasi program-program pembangunan masing-masing
instansi (SKPD), dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika ada
terdapat program pembangunan yang belum terealisasi, maka Bappeda akan
kembali mengusulkan program pembangunan yang belum terealisasi tersebut
pada Musrenbang yang akan datang. Sebab memang tidak sepenuhnya pogram-
program pembangunan dalam RKPD terealisasi sesuai dengan waktu dan
rencana yang telah ditetapkan mengingat keterbatasan sumber dana keuangan
dan skala prioritas pembangunan’”.

(Hasil wawancara September 2016)

Mengenai mekanisme yang dilakuan Bappeda untuk mengidentitikasi

kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan
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Rencana Awal RKPD. hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten
Sukamara sebagai berikut;

“Dengan melakukan sistem jaring asmara (aspirasi masyarakat) dalam
bentuk melakukan public hearing. Atau langsung ierjun kelapangan dengan
melihat dan memantau langsung kondisi sosial masyarakai. Dalam hal
menginventarisir permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya
(pendidikan dan kesehatan), Bappeda berkoordinasi dengan SKPD terkait, lalu
melalui SKPD tersebut dikumpulkan data-data / informasi yang menyangkut
kebutuhan masyarakat. Problem-problem yang disampaikan SKPD menjadi input
bagi Bappeda umtuk penyusunan rencana awal. Jadi dalam hal ini. Bappeda
berperan sebagai unit perencana. sedang masalah teknis dijalankan oleh masing-
masing SKPD™".

(Hasil wawancara Sepiember 2016)

Tentang program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten
Sukamara sebagai berikut:

“Program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan
keburtuhan masyarakar, sebab program-program pembangunan dalam RKPD
tersebut adalah hasil akhir dari penjaringan aspirasi masyarakai dalam
Musrenbang. Sehingga merupakan kebutuhan masyarakal, walaupun belum
sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat sebab penentuan program
pembangunan untuk dimasukkan dalam RPKD adalah hasil seleksi berdasarkan
skala prioritas dan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah”.
(Hasil wawancara September 2016)

Kualitas dan efektifitas RKPD ditentukan oleh adanya hal-hal sebagai
berikut:

a.  Review vang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam
periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor intemal dan
cksternal yang telah berpengaruh pada kinenja pelayanan SKPD

b. Kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa

kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan

pilihan
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c.  Kajian perspektif masa depan dacrah: mengantisipasi perubahan- perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan
mempengaruhi Kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang
perlu  dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat
ditingkatkan, febih efisien, dan efektif.

d. Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan
identifikasi  langkah-langkah strategis untuk memperbaiki Kinerja
pembangunan daerah

e.  Konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan
agenda Kepala Daerah terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPIMD, RKPD, dan Pedoman Penyusunan APBD yang
diterbitkan oleh MENDAGRI.

f. Penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda Kepala
Daerah terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi,
dan kebijakan. program, dan kegiatan pembangunan daerah.

g. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan
Standar Pelayanan Minimal

h.  Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan
daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah
kebijakan keuangan dan pembiayaanRKPD

i. Dilakukannya proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan

kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan
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Mengenai prakiek sistemm perencanaan pembangunan daerah pada
Kabupaten Sukamara, Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan
pembangunan partisipatif secara murni sesuai dengan teori, dimana masyarakat
dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan hal tersebut
dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

“Sistem perencanaan pembangunan pada Kabupaten Sukamara sudah
menerapkan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, namun Perencanaan
Pembangunan Partisipatif dalam hal ini diterjemahkan secara berbeda oleh
Pemerintah Daerah (Bappeda), dimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif
menurut persepsi Bappeda tidak sekompleks dan seideal teori Perencanaan
Pembangunan Partisipatif itu sendiri. Secara teoritis, dalam system politik
demokratis, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan lertinggi, dengan
posisi mulia masyarakat tersebut, maka menjadikan masyarakat sebagai subjek
pembangunan, maka lebih jauh, masyarakat sejatinya dilibatkan dalam setiap
tahapan penyelenggaraan pemerintchan. Dal hal pembangunan misalnya, ranah
partisipasi masyarakat yaitu, pada tahap perencanaan, penganggaran,
implementasi dan evaluasi. Namun, pada prakteknya teori tersebut jika
diimplementasikan tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Sehingga
pada tatanan praktis, partisipasi masyarakat hanya dalam penyampaian asprasi
dalam tahap perencanaan pembangunan yang forumnya adalah Musrenbang.
Sedang pada tahap penganggaran, partisipasi masyarakat diwakili oleh DPRD”
(Hasil wawancara September 2016)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, permasalahan dalam
transparansi anggaran paradoks dengan transparansi dalam musrenbang. Persoalan
transparansi diatas juga terjadi pada Bappeda Kabupaten Sukamara, dimana hasil
wawancara didapat informasi bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
pihak-pihak yang terlibat adalah unsur pemerintah daerah saja, dan DPRD.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara bahwa; DPRD sudah cukup
dirasa sebagai wakil dari masyarakat. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi
masyarakat diwakili oleh anggota DPRD, adapun mekanisme permyusuran RKA
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vaitu, SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mereka. lalu oleh tim
penyusun anggaran (Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah) dibahas bersama-
sama, dan tim mennutuskan atau menentukan skala prioritas pembiayaan kegiatan
vang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD lalu
diparipurnakan, dalam tahap ini, masyarakat (Organisasi Kemasyarakatan, LSM,
Pers) diperbolehkan untuk menghadiri. Dan setelah disetujui oleh DPRD, lalu
akan dievaluasi oleh Gubernur, jika 10 hari sudah berlalu tanpa tanggapan,
maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman penyusunan APBD”.

Informasi hasil inferview itu juga diperkuat oleh data yang diperoleh dari
aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara, bahwa dalam penyusunan rencana kerja
anggaran (RKA) Bappeda tidak melibatkan masyarakat. Artinya, Informasi
mengenai penganggaran masih didominasi oleh para elit pemerintah, dan
dokumen APBD juga tidak mudah untuk dapat di akses oleh masyarakat umum.

Hal ini sesuai dengan informasi yang penulis peroleh dari penyebaran
wawancara kepada pegawai di Bappeda, bahwa dokumen APBD tidak dapat
dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen APBD hanya dapat diakses
pada saat sidang paripura DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
APBD, tetapi tidak disebar luaskan secara bebas kemasyarakat, misalnya dalam
bentuk publikasi di media massa atau internet.

Padahal dalam tata pemerintahan yang berpusat rakyat atau tata
pemerintahan partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses social dan politik
tempat warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran public. Kebijakan
bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh kelompok
orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat atau
akademisi). Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat

untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu

kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus
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menjamin agar kepentingan berbagai pihak sudah dikonfrontasi atau
dinegosiasikan.

Ketidakterbukaan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran schingga
memunculkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai prioritas anggaran
menunjukkan rendahnya transparansi anggaran. Kegagalan pemerntah
membangun argumentasi yang dapat diterima public dalam menjelaskan
kebijakan anggaran yang diambil juga menunjukkan rendahnya transparansi
anggaran. Jangankan untuk memperoleh informasi mengenai anggaran, hanya
sekedar ingin mengetahui berbagat kegiatan pemerintah saja diperlukan
pengorbanan yang sangat besar. Hal ini tentu menunjukkan tingkat transparansi
yang masih rendah.

Kurangnya intormasi tentang kebijakan pemerintah berakibat hak warga
untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu birokrasi public sering kali masih
sangat terbatas. Apalagi untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat agak
sensitive (karena terkait dengan kepentingan para pejabatnya), misainya anggaran
untuk proyek-proyek di suatu birokrasi, warga pada umumnya tidak memilki
akses sama sekali. Jangankan warga, para pejabat dan staf yang ada dalam
birokrasi sendiri seringkali tidak memiliki informasi mengenai anggaran proyvek
yang ada dalam instansi mereka. Biasanya yang mengetahui anggaran proyek di
dalam suvatu birokrasi pemerintah hanyalah kepala, pimpinan proyek dan
bendaharawan provek. Informasi mengenai anggaran merupakan barang langka
yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam birokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, relasi pemerintah daerah dan
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masyarakat ditandai dengan minimnyva disclosure dan diseminasi informasi
kepada masyarakat. Hal ini karena pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban
untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat, karena belum adanya peraturan dacrah yang mewajibkan hal tersebut.
Informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih merupakan
“kebaikan™ yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Peraturan daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan
pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanva perda
tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pemerintah
berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam
pembangunan dari hasil penelitian yang dilakukan, pada Pemerintah Kabupaten
Sukamara Perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum ada,
sesuai dengan hasil interview yang dilakukan.

“Prosedur  partisipasi masyarakat dalam pembangunan  belum
terlembagakan dalam suatu Perda, sebab jika pemerintah daerah ingin
mengeluarkan Perda, maka ada prosedur nya yaitu, menunggu instruksi dari
Mendagri. Instruksi ini merupakan landasan hukum pembuatan Perda”.

Sedangkan transparansi terhadap dokumen akhir musrenbang, yaitu
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten Sukamara
sudah cukup transparan, sesuai dengan hasil wawancara bahwa program
pembangunan dalam RKPD disosialisasikan kembali kemasyarakat. Program
pembangunan dalam RKPD akan didokumentasikan lalu didistribusikan kepada
masing-masing kecamatan. Atau pada saat reses, yang dihadiri oleh pihak
Bappeda Kabupaten Sukamara, SKPD dan DPRD serta perwakilan masyarakat,

dibacakanlah program-program usulan masyarakat yang telah diakomodir dalam
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RKPD. Pihak Bappeda Kabupaten Sukamara juga akan menjelaskan kepada

masyarakat tentang alasan aspirasi masyarakat yang telah terakomodir dalam

RKPD dan aspirasi yang tidak terakomodir.

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Efektivitas Perencanaan Pembangunan adalah suatu perencanaan yang bisa

membedakan apa yang scyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan,

dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang
benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap
dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan

objek perencanaannya (Tjokroamidjojo, 1994:57).

Adapun landasan yuridis perencanaan pembangunan saat ini adalah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan nasiona! menghasilkan :

a  RPJP Nasional merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya
pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD
1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

b.  RPJM Nasional merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat
strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian /
lembaga dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42855.pdf

104

kerangka pendanaan yvang bersifat indikatif.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program
Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/ L.embaga. kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

a  RPJP Daerah memuat visi. misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP Nastonal.

b. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja
perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja adalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

¢.  RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan Kkerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempub dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Dalam penelitian ini unit analisa penulis terhadap Efektivitas Perencanaan
Pembangunan yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan
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Dacrah Kabupaten Sukamara diperoleh data denpan teknik studi dokumentasi
tentang arah kebijakan program pembangunan Kabupaien Sukamara tahun 2015
sebagai berikut:
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2015
YAITU:
1.  Penangggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kesempatan kerja, investast dan ekspor;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan keschatan;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan
Reformasi birokrasi;
5.  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kabupaten.
Prioritas pembangunan int ditempuh dengan kebijakan dan kegiatan
prioritas sebagai berikut:
1. Penanggulangan Kemiskinan: Arah kebijakan:
a.  Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang meliputi kegiatan
prioritas sebagai berikut:
1) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk
SD/MI/SDLB. SMP/MTS. pesantren Salafiyah dan satuan Non-
Islam setara SD dan SMP;
2) Besiswa bagi siswa miskin;
3) Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional;
4) Peningkatan pelayanan keschatan yang meliputi kegiatan prioritas

sebagai berikut:
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a) Pelayanan kesehatan keluarga msikin di puskesmas dan
jaringannya;

b) Pelayanan kesehatan keluarga miskin di rumah sakit kelas 111;

5) Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan keschatan bagi
keluarga miskin.

b.  Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin yang
meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1)  Pengembangan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

2)  Fasilitas peningkatan kualitas kawasan kumuh;

3)  Penyediaan sarana dan prasara permukiman kumuh.

c.  Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi
rumah tangga miskin.

d.  Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin. termasuk
perempuan dan anak, penyandang masalah social. dan korban bencana
yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

[) Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin:

2)  Peningkatan akses informast bagi pelayanan ketahanan keluarga
serta fasilitas pemberdayaan keluarga;

3)  Peningkatan pendidikan gizi, imunisasi bagi ibu hamii, bayi dan
balita;

4)  Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu
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pemberdavaan perempuan (P2TP2);

5)  Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin;

6) Banfuan bencana alam dan jaminan social untuk masyarakat
rentan, termasuk korban bencana alam dan bencana social.

e.  Penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan yang meliputi
kegiatan prioritas scbagai berikut:

1)  Perbaikan gizi masyarakat melalui penanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya
pada rumah tangga miskin;

2} Peningkatan ketahanan pangan vang diprioritaskan pada
penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.

f. Perluasan kesempatan berusaha melalut peningkatan dukungan
pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin yvang meliputi
kegiatan prioritas sebagai bertkut:

I)  Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;

2)  Pelatihan pelayanan usaha teknis manajemen usaha skala mikro;

3) Peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha
mikro;

4)  Pembinaan sentra-sentra produksi tradisional;

Pembiayaan produktif polausaha  bagi  hasil/syariah  dan
konvensional.

g.  Peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat
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yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1)  Peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui
program pengembangan kecamatan;

2) Fasilitas penguatan kelembagaan dan pemantauan unit
pengaduan masyarakat untuk program penanggulangan
kemiskinan;

3) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perKabupatenan,
diantaranya melaui program penanggulangan kemiskinan per
Kabupaten (P2KP).

2. Peningkatan Kesempataan Kerja, Investasi dan Ekspor Arah Kebijakan:
a.  Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha
dengan pekerja dengan kegiatan prioritas:

1)  Penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial antara
pengusaha dan pekerja;

2)  Penyebarluasan informasi hak-hak tenaga kerja dan peraturan
tentang ketenagakerjaan;

3) Monitoring dan pengawasan pefaksanaan perlindungan hak-hak
tenaga kerja di perusahaan.

b. Penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih terbuka demgan kegiatan
prioritas:

1)  Meningkatkan kinerja balai latihan kerja (BLK) dengan
menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetenst;

2)  fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan
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kelembagaan, informasi pasar yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat dan penyelenggaraan bursa kerja;

3) Mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang membutuhkan
tenaga kerja untuk melaporkan kepada kantor tenaga kerja agar
informasi kerja tersebut dapat disebarluaskan.

¢.  Meningkatkan usaha promosi potensi daerah dengan kegiatan
prioritas:

) lkut serta datam kegiatan pameran promosi daerah di dalam
negeri maupun diluar negeri;

2 Meningkatkan kemampuan aparat pengelola investasi dengan
mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan latihan;

3)  lkut serta dalam kegiatan konsultasi investasi baik pada tingkat
regional maupun nasional.

d.  Meningkatkan daya saing produk industry dan menengah serta
pengembangan ekspor dengan kegiatan prioritas :

)  Peningkatan mutu dan penganekaragaman produk industri kecil
dan menengah melalui pelatihan bagi pengrajin dan
pengembangan teknologi tepat guna:

2)  Benchmarking pada proses produksi yang identik melalui
magang didaerah yang unggul dalam produk tertentu;

3) Pembinaan industn kecil dan menengah serta membantu usaha-
usaha untuk menembus pasar ekspor.

e.  Meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif dengan
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kegiatan prioritas:

)  Perluasan akses pembiayaan melalui bantuan modal usaha;

2)  Peningkatan komoditi unggulan daerah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi local dan memanfaatkan potensi daerah;

3) Pengembangan jaringan pasar produk UKM dan anggota
koperasi melalui pengembangan lembaga pemasaran;

4)  Pemasyarakatan kewirausahaan dan pembinaan untuk memacu
pengembangan wirausaha baru UKM.

3. Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Arah
kebijakan:
a.  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar sembilan
tahun dengan kegiatan prioritas:

1)  Penyaluran Bantuwan Operasional Seckolah (BOS) untuk
SD/MI/SDLB, SMP/MTS, Pesantren Salafivah dan satuan
pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP;

2 Rehabilitasi SD/ M/ SDLB dan SMP/ MTs;

3)  Pengadaan buku pelajaran SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs;

4  Penyeienggaraan pendidikan alternative termasuk SMP terbuka.
Paket A dan Paket B.

b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, relevansi pendidikan
menengah dengan kegiatan prioritas:

)  Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin;

2} Rehabilitasi SMA/ SMK/ MA.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42855.pdf

111

3)  Pengadaan buku pelajaran SMA/ SMK/ MA;

4y  Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model
pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5)  Pembangunan parasarana  pendukung  mencakup
perpustakaan termasuk buku bacaannya, laboratorium dan
workshop;

6)  Penyediaan besiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa
berprestasi.

c.  Peningkatan ketersediaan dan kualitas guru dengan kegiatan prioritas :
1) Sertifikasi profesi bagi pendidik;

2)  Peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik;

3)  Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

4)  Pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan;

5)  Peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk melalui lanjutan
pengkaryaan guru dan subsidi tambahan jam mengajar untuk
remedial teaching.

d.  Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan
kegiatan prioritas:

I)  Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dikelas Il rumah

sakit;
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2)  Pelayanan keschatan penduduk miskin di puskesmas dan
Jaringan;

3)  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan keschatan dasar;

4  Peningkatan ketersediaan obat generic esensial, pengawasan
obat, makanan dan keamanan pangan serta perbekalan
keschatan.

e. Pencegaban dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
termasuk penanganan terpadu flu burung dengan kegiatan prioritas:

1)  Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk flu
burung;

2)  Peningkatan imunisasi.

f. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi
dan anak balita dengan kegiatan prioritas :

Peningkatan pendidikan gizi masyarakat;

7.  Penanggulangan kekurangan gizi terutama pada ibu hamil. bayi dan
anak balita.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan

Reformasi Birokrasi Arah kebijakan:

a. Melakukan pembenahan system kelembagaan dan manajemen
pemerintahan Kabupaten agar lebih efektif dan efisien serta
berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawai:

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalisme
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SDM aparatur;

c.  Melanjutkan pembenahan manajeman kepegawaian, mencakup system
renumerasi, data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja
melalui penyempurnaan DP3 dan penerapan reward dan punishment;

d.  Membentuk dan menata system koneksi (inter-phase) tahap awal
nomor induk kependudukan (NIK) yang berintegrasi antar instansi
yang terkait dengan perpajakan, imigrasi. kepegawaian (PNS), catatan
sipil dan pelayanan kependudukan lainnya:

e.  Meningkatkan akses partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta dalam
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

f. Fasilitasi peningkatan peran partai politik dalam pelaksanaan
pembangunan,

g.  Fasilitasi peningkatan efektivitas mekanisme/saluran partisipasi dan
pengawasan politik masyarakat terhadap DPRD.

5.  Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kabupaten Serta

Penanggulangan Bencana Arah kebijakan:

a.  Perbaikan jalur hijau sungai:

b.  Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana jalur distibusi utama, seperti
peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan pada ruas arteri primer
yang mendukung kawasan strategis;

¢.  Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan

daerah rawan kecelakaan;
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d.  Penvediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana. rumah
sederhana schat, rumahlayak huni dan revitalisasi kawasan
permukiman kumuh serta pengembangan subsidi pemilikan rumah;

e. Pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis swadaya
masyarakat;

f.  Peningkatan pasokan air bersih dengan penambahan/pembangunan
water treatmnent serta perluasan cakupan pelayanan air bersih bagi
masyarakat:

g.  Perbaikan dan pembangunan drainase dan air limbah;

h.  Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan
Kabupaten.

6. Untuk menganalisis Efektivitas Perencanaan Pembangunan dapat di lihat
dengan indikator sebagai berikut:

a  Adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak
langsung (terutama aspirasinya) dalam setiap pengambilan kebijakan
atau formulasi rencana yang di buat pemerintah.

b.  Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan
dilakukan dengan kebutuhan masyarakat.

c.  Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

d.  Tercapainya suatui tujuan perencanaan pembangunan yang

berbasis kerakyatan.

e.  Tercapainya tujuan perencanaan pembangunan sesuai atau bertepatan
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dengan waktu yang telah ditentukan.
C. Pembahasan
Menurut Bappeda, sepanjang masyarakat sudah terlibat dalam Musrenbang
dan aspirasi mereka ditampung / diakomodir oleh pemerintah, itulah makna
Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Dan secara spesifik sebenarnya ada lima
pendekatan perencanaan pembangunan, dalam  penyusunan RKPD  yaitu
pendekatan teknokratis, politis. partisipatif, top-down dan bottom-up.
1.  Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)
Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program
dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan, sasaran
pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD.
Penyusunan RKPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi
dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendaiikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.
Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai
berikut:
a.  Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
b.  Rumusan status, kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini.
¢.  Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi
penyusunan RKPD.
d. Rumusan tuwjuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART

{(specific, measurable, achievable, result oriented, time bound).
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e.  Rumusan aliemnatif strategi untuk pencapaian tujuan.

f. Rumusan kebijakan unmuk masing-masing strategi.

g.  Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana
(kendala fiskal daerah).

h.  Rumusan dan priontas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja.

i.  Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan
mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal.

i- Tolok ukur dan target kerja kelvaran.

k.  Tolok ukur dan target kinerja hasil.

. Pagu indikatif program dan kegiatan.

m. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun
berikutnya.

n. Kejelasan siapa bertanggung jawab unfuk mencapai tujuan, sasaran
dan hasil. dan waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan
pencapaian sasaran.

2.  Pendeckatan Demokratis dan Partisipatif.

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat

hal-hal sebagai berikut:

a.  Identifikasi stakeholder vang relevan untuk dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD.

b. Kesetaraan antara stakcholder dani unsur pemenntah dan non
pemerintah dalam pengambilan keputusan.

¢.  Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
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d.  Keterwakilan vang memadai dan seluruh segmen masyarakat,
terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.
e.  Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD.
f.  Pelibatan media.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan

e

perencanaan partisipatif.

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas
program.

3.  Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a.  Konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang
tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan
daerah.

b.  Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD.

¢.  Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD.

d.  Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RKPD.

e.  Pembahasan terhadap RANPERKADA RKPD.

f.  Pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengikat
semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

4.  Pendekatan Bottom-up
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Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai

berikut:

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuban masyarakat untuk melihat
konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih.

b.  Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan
masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.

c.  Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

5. Pendeckatan Topdown

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hai-hal sebagai

berikut:

a.  Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L..

b.  Sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJIMD.

c.  Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.

d. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan
pembangunan global seperti Millenium Development Goals.
Sustainable Developmeru, pemenuhan Hak Asasi Manusia,
pemenuhan air bersih dan sanitasi. dsb.

Pada Bab ini, dari hasil penyajian data yang telah diuraikan pada Bab IV
akan dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu teknik analtsa data yang
dilakukan berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta,
data dan informasi schingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang
diteliti dan kemudian diambil kesimpulan.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi
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pustaka, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi, maka dapat diberikan
suatu analisa tentang “Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan”. Dalam
melakukan analisa terhadap data dan informasi, Penulis tetap menghubungkan
dengan beberapa indikator dalam mehhat bagaimanakah pelaksanaan prinsip-
prinsip Good Governance, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukamara. Dalam penelitian ini Penulis membatasi prinsip-prinsip
Good Governance yang diteliti hanya transparansi dan partisipasi. Sebab
transparansi dan partisipasi merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan Good
Governance, dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Transparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan
pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator governance yang lain.
Misalnya, bagaimana pemerintah dapat menjadikan dirinya partisipatif kalau
mercka tidak sanggup mewujudkan transparansi. Warga hanya akan mau dan
dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan jika rule of
the game mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik itu
terbuka dan mudah diketahui oleh warga. Jika hak dan kewajiban warga ketika
terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat
diketahui oleh warga. Jika hak dan kewajiban warga ketika terlibat maupun tidak
terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat diketahui dengan jelas
dan mudah, maka warga dapat mengambil keputusan yaitu apakah mereka perlu
terlibat dalam kegiatan itu atau tidak. Kalau informasi mengenai hak dan

kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui warga maka tidak akan ada partisipasi.
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Transparansi juga memiliki keterkaitaan yang erat dengan akuntabilitas
publik. Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan pemerintah? Tentu sangat
tergantung pada transparansinya. Warga dapat menilai tindakan pemerintah
bersifat akuntabel atau tidak. tergantung pada kemampuan warga untuk
memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa
pemerintah melakukan, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan
nilai-nilai yang ada. Kalau warga tidak memahami apa yang dilakukan oleh
pemerintahnya, memahami  rasionalitas dari  tindakan itu. serta
membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki, maka akan sulit untuk
menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah. Disini transparansi memiliki peran
penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan
transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk
mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya
dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi maka tindak akan ada
akuntabilitas publik.

Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya
penegakan hukum. Salah satu kendala dalam penegakan hukum di Indonesia
adalah tidak transparannya proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum
mulai dari penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan cenderung tertutup dan tidak
mudah dipantau oleh publik. Tidak mengherankan kalau oknum-oknum
kepolisian dan kejaksanaan sering memainkan kasus hukum untuk kepentingan
mereka sendiri tanpa dapat diketahui oleh publik. Penentuan dihentikannya atau

diteruskannya suatu kasus hukum untuk diproses diperadilan seringkali
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kriterianya tidak jelas di logika hukum yang tidak dimengerti oleh masyarakat
luas, Mercka scring memainkan kasus hukum untuk kepentingan pribadi dan
kelompok.

Sedangkan partisipasi merupakan aspek vang penting dalam mewujudkan
Good Governamce sebab Good Governance tidak dimaksudkan memberikan
kewenangan hanya kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan, tetapi lebih dari ity harus memperkuat peran dan kedudukan warga
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesetaraan politik antara warga
dengan pemerintah ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena
setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama dalam hukum dan politik. Artinya,
setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi setiap
kebijakan berdasarkan kepada preferensinya dan juga kepentinganya, menurut
rambu-rambu yang telah disepakati dalam berbagai peraturan perUndang-
Undangan. Masyarakat harus memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam
segala kegiatan yang ada, mulai pemeriksaan awal masalah, daftar pemecahan
yang mungkin diambil, pemilihan satu kemungkinan tindakan, mengorganisasikan
pelaksanaan, evaluasi dalam tahap pelaksanaan. hingga memperdebatkan mutu
dari mobilisasi atau organisasi lebih lanjut (Sugeng Husain, 2012).

Lebih lanjut, Indonesia sebagai Negara dengan sistem politik demokratis,
dimana partisipasi merupakan elemen yang penting. Hal ini didasari oleh
keyakinan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui
kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektif. Anggota masyarakat

yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintaban terdorong oleh
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keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau
sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang
berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan. Masyarakat percaya bahwa
kegiatan yang mereka lakukan mempunyai efek.

Selanjutnya, penulis juga akan menganalisa Bagaimana Implikasi Good
Governance Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pada Kabupaten
Sukamara. Analisa juga dilakukan dengan berpedoman pada indikator-indikator
efektivitas perencanaan pembangunan, dalam hal ini perencanaan pembangunan
yang diteliti yaitu Rencana Kerja Pemernintah Daerah tahun 2015.

Goed Governance

Good Governance adalah proses pengelolaan pemerintahan melalui
keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik
suatu Negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia
menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip
partisipasi dan transparanst.

Partisipasi

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, vang
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip
partisipasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
yaitu:

Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif,
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jelas arahnya, dapat dikontrol dan bersifat terbuka. fokus pemerintah adalah
memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. kemampuan
masyarakat untuk terlibat dalam proses pelayanan publik, serta adanya akses
masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Secara dialektika, perencanaan pembangunan merupakan arema partisipasi,
yang sesungguhnya memegang peranan penfing dalam memperlihatkan apa yang
akan dilakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. Melibatkan
masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya vang dilakukan pemerintah
daerah untuk mengelola pembangunan sebagai salah satu upaya kemandirian
daerah dengan memberikan peran lebih besar pada inisiatif lokal dan memastikan
ikut sertanya dalam penyusunan konsep, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah hendaknya
berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui
program Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP), dengan membuka lebih
banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses
pembangunan.

Contoh forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan
Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah adalah Musrenbang. Musrenbang
merupakan forum partisipasi masyarakat yang berjenjang untuk menyelaraskan
antara proses perencanaan “dari bawah” (bottom up) dan “dari atas” (fop down).
Di forum ini, berbagai pihak menegosiasikan, merekonsiliasikan, dan
mengharmonisasikan berbagai kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan,

yang hasilnya adalah berupa kesepakatan bersama tentang prioritas program,
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kegiatan, dan anggaran pembangunan daerah. (Wastiono Sadu. 2005: 67).

Sejalan dengan teon tersebut, hasil penelitian yang diperoleh di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, menunjukkan bahwa
perencanaan pembangunan partisipatif sudah dilaksanakan di Pemerintahan
Kabupaten Sukamara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
yang forumnya adalah musrenbang.

Musrenbang merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD yang responsif terhadap
kepentingan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang vang memenuhi prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelibatan masyarakat
dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan
untuk menghasilkan RKPD dan APBD yang memenuhi harapan masyarakat.
Perencanaan dan penganggaran partisipatif. dengan melibatkan berbagai
komponen masyarakat, merupakan salah satu upaya menegakkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan daerah. (Wastiono Sadu, 2005:72).

Dari hasil wawancara dengan Key Informan, diperoleh informasi bahwa
pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sukamara selalu diadakan setiap tahun.
Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan
musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari musrenbang

Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang SKPD dan musrenbang
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Kabupaten, masvarakat berhak untuk berpartisipasi di dalamnya, dalam rangka
mengaspirasikan apa vang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan tingkat Desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana
kegiatan tahun anggaran bertkutnya. Penyelenggaraan musrenbang Desa/
Kelurahan  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Desa/Lurah, dan
difasilitas/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala
Bappeda.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan
bersama para pemangku kepentingan tingkat Kecamatan. Penyelenggaraannya
menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan olch
Kepala Bappeda Kabupaten/Kabupaten.

Musrenbang SKPD yaitu wahana pembahasan dan konsolidasi
program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai
program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan
termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan
mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang
Kecamatan dengan rancangan Renja SKPD vang bersumber dari Renstra SKPD.

Sedang musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah para pemangku
kepentingan di tingkat Kabupaten/Kabupaten untuk mematangkan rancangan
RKPD Kabupaten/Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD
dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasiinya

digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
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Musrenbang dapat dilaksanakan jika telah dikelvarkan Surat Edaran
Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan
Menteri Dalam Negeri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang.
Surat Edaran Bersama tersebut sebagai landasan hukum bagi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara selake fasilitator dalam perencanaan
pembangunan daerah untuk mengeluarkan surat undangan atas nama Bupati
perihal  penyelenggaraan musrenbang Desa/Kelurahan dan  musrenbang
Kecamatan, yang mana undangan tersebut akan disampikan kepada pihak
Kecamatan dan selanjumya pihak Kecamatan akan menurunkan surat undangan
perihal  penyclenggaraan  musrenbang  Desa/Kelurahan pada  pihak
Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kelurahanlah vang Ilangsung mengundang
perwakilan masyarakat setempat yang berkompeten untuk ikut berpartisipasi
dalam forum musrenbang tersebut. Informasi pelaksanaan musrenbang dapat
diakses masyarakat dengan cukup mudah, vaitu masyarakat yang berkompeten
diundang langsung dengan media berupa surat undangan.

Setelah musrenbang Kelurahan dilaksanakan, maka selanjutnya paling
lambat minggu ke-3 bulan Februari sudah dilaksanakan musrenbang Kecamatan
dimana salah satu peserta musrenbang Kecamatan ini adalah delegasi hasil
musrenbang Kelurahan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang SKPD
pada minggu ke-1 bulan Maret yang juga dapat dihadiri oleh perwakilan
masyarakat. Musrenbang SKPD ini merupakan forum pembahasan strategis yang
mempertemukan pendekatan teknokratis dan sop-down dengan pendekatan

partisipatif dan bottom-up. Pada tahap musrenbang Kabupaten terkadang minim
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partisipasi masyarakat. Peserta lebih banyak didominasi oleh aparat pemerintah
dacrah, seperti Bupati, SKPD, DPRD, perwakilan Bappeda Pemprov Kalteng,
schingga masyarakat enggan untuk hadir.

Secara dialektika main goal dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan
yaitu partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja/ pencapaian hasil dan
kepuasan. Artinya semakin menggunakan atau mempraktekkan partisipasi, maka
semakin meningkat Kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan. Partisipasi juga
penting dalam rangka membangun public trust. Kalau masvarakat diberikan
kesempatan untuk berpartisipasi maka mereka merasa bahwa pemenntah tidak
menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya.
Sementara itu, kepentingan mercka mendapatkan perhatian dalam kesempatan itu
karena mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan berbagai pendapat,
keluhan, dsb. Partisipasi juga diperlukan untuk kepentingan masyarakat sendin
agar masyarakat dapat belajar sesuatu yang baru (learning process) dan juga bisa
mendapatkan keterampilan (gain skills), dan juga untuk pemerintah partisipast
diperiukan untuk dapat meyakinkan masyarakat, membangun frus, mengurangi
kegelisahan, membangun strategic alliances, memperoleh legitimasi (gain
legitimacy). (Wahab, Solichin Abdul. 2002).

Menurut aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sukamara partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, sebab
dengan partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan
dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif, atau dengan perkataan lain sesuai

dengan kebutuhan masyarakat , bukan sekedar keinginan, partisipasi masyarakat
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sangat diperlukan karena masyarakat merupakan salah satu dari stakeholder yang
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Selain
itu, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai
subjek pembangunan, responden juga berpendapat bahwa dengan melibatkan
masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Selain itu,
dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa "sense of belonging " (rasa
memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan
turut serta memelthara hasil-hasil pembangunan.

Dari segi tataran idealis, partisipasi warga dalam penyelenggaraan
pemerintahan dacrah pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga wilayah pengambilan
keputusan vaitu dalam praktek operasional, keputusan anggaran dan pembuatan
kebijakan (Poerwadarminta, W.J.S. 1999:5). Tiga wilayah keputusan tersebut
pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat mengingat tujuan strategis tertentu
yang harus diambil pada tingkatan pembuatan kebijakan membutuhkan keputusan
pada tingkatan anggaran dalam membiayai praktek operasional. Jadi kekuasaan
warga pada prakiek operasional membutuhkan kekuasaan dalam menentukan
anggaran. Kekuasaan warga dalam seluruh wilayah pengambilan keputusan ini
sangat menentukan bagi derajat partisipasi yang terjadi di svatu pemerintahan.
Berdasarkan ketiga wilayah pengambilan keputusan ini maka partisipasi warga
dapat dibagi kedalam beberapa level/tingkatan mulai dari sekedar memberikan
infomasi, konsultasi, kemitraan, sampai pada level kendali warga.

Namun dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa partisipasi

masyarakat hanya terjadi di level operasional, yaitu pada tahap perencanaan
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pembangunan saja. sedangkan dalam tahap keputusan anggaran. partisipasi
masyarakat secara langsung tidak ada, hanya diwakilkan oleh DPRD. Hal ini
mengindikasikan hubungan antara pemerintah daerah dengan warga dalam
penyelenggaraan pemerintahan masih didominasi oleh pemerintah dalam proses-
proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Masyarakat hanya
dilibatkan pada tahap paling awal dari proses perencanaan program dan selalu
sulit untuk memantau status aspirasi mereka ketingkat berikutnya, termasuk ketika
telah menjadi dokumen anggaran. Dokumen anggaran hanyva mungkin diakses
dengan acara-cara “pintu belakang”. Setelah dilibatkan dalam proses penyusunan
rencana program melalui forum musrenbang, pada tahap finalisasi rencana
program (sebagai basis penyusunan anggaran) aspirasi masyarakat harus
mengalah terhadap rencana kerja unit-unit pemerintah daerah atas nama Renstra,
RPIJMD, RPJPD, dan juga keterbatasan anggaran.

Disini terbentang hambatan struktural yang rumit bagi partisipasi warga
yang mumi (genuine). Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi
simbolik schingga tidak layak discbut sebagai partisipasi. Pemerintah daerah
masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses
perencanaan dan penganggaran dan sudah terwakili di DPRD, sehingga tidak ada
kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melibatkan masyarakat dan
memperhatikan secara sunguh-sunggh keinginan dan harapan masyarakat dalam
anggaran.

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam sctiap tahapan penyelenggaraan

pemerintahan disebabkan oleh adanya pemikiran aparatur Badan Perencanaan
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Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara bahwa partisipasi yang mumni hanya
menyebabkan, membengkaknya biaya dan wakw untuk formulasi kebijakan,
destabilisasi kekuatan politik, terlalu ideologis dan menjatuhkan beban pada orang
miskin. Selain itu menurut responden dan Key Informan, melibatkan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan memiliki hambatan-hambatan, yaitu: sikap
apatisme masyarakat, adanya sikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai masalah politik, dan adanya keyakinan bahwa
usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak berhasil.
Iransparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan vang
diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informast dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu:

Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan
tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang
dilanggar, meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa
atau lembaga non pemerintahan, meningkamya jumiah masyarakat yang
berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, berkurangnya pelanggaran
terhadap peraturan perUndang-Undangan, adanya akses informasi sehingga
masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah dan berlakunya
prinsip check and balance antar lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Praktik Good Governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses
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penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk
terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai
proses kebijakan public, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal transparansi mengenai
pelaksanaan musrenbang, dimana musrenbang merupakan forum partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Sukarara
sudah sangat transparan. Bappeda Kabupaten Sukamara selalu menginformasikan
jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak Kelurahan dan kecamatan,
Bappeda Kabupaten Sukamara juga menginformasikan agar dalam pelaksanaan
musrenbang harus melibatkan perwakilan masyarakat yang berkompeten. Forum
musrenbang ini pun dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat. Dari kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu pegawai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, mengatakan
bahwa Bappeda selalu mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada
masyarakat. Setelah Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas dan Mendagri turun, dimana SEB Menteri PPNS dan
Mendagri ini merupakan pedoman tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang,
dan merupakan landasan hukum pelaksanaan musrenbang, maka Bappeda
kemudian membuat surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada
kecamatan, dan selanjutnya kecamatan akan menyampaikan undangan kepada
Kelurahan tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, lalu Kelurahan langsung akan

mengudang masyarakat (kepling, PKK, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan
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dil) untuk menghadiri musrenbang tersebut.

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk memberikan surat undangan oleh
Bappeda kepada pihak kecamatan, dan selanjutnya pihak kecamatan akan
memberikan undangan yang berisi jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak
Kelurahan/desa. Jadwal pelaksanaan musrenbang juga dapat diakses oleh
masyarakat melalui media massa dan dengan membuka situs Sukamara dengan
web site www _Sukamara.go.id.

Terhadap alokasi anggaran. secara dialektika masyarakat dan stakeholder
juga memiliki hak unwk mengakses informasi mengenai jumiah anggaran yang
dialokasikan untuk suatu Kkegiatan tertentu fermasuk juga alasan vang
melatarbelakanginya. Masyarakat dan stakeholder perlu mengetahui seberapa
besar pemerintah memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan
masyarakat. Dengan memiliki akses terhadap informas: mengenai alokasi
anggaran maka mereka dapat menilai seberapa banyak uang yang dimiliki
pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat
banyak. Masyarakat dapat mengetahui apakah pemerintah membelanjakan
uangnya untuk kepentingan rakyat atau hanya kepentingan para pejabatnya.

Dalam kebijakan pengalokasian anggaran. pemerintah sering tidak
transparan, pemerintah sering tidak membangunan wacana terbuka mengenai cara
pengalokasian anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, kepentingan siapa yang
seharusnya memperoleh prioritas? Seberapa besar anggaran yang dialokasikan?
Mengapa suatu kegiatan atau kelompok stakeholders tertentu memperoieh

prioritas anggaran?  Mengapa kegiatan atau kelompok yang lain tidak
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memperoleh prioritas dari alokasi anggaran yang sama? Munculnya pertanyanan-
pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam
transparansi anggaran.

Dari hasil wawancara kepada aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara
diperoleh informasi yaitu, program pembangunan di dalam RKPD selalu
dirumuskan secara bersama-sama dengan unsur masyarakat. Menurut responden,
proses penyusunan RKPD dilalui dengan tahap musrenbang. Musrenbang tahunan
daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan
pembangunan untuk membahas rencana pembangunan dan mengalokasikan
kegiatan terscbut menurut prioritasnya kepada pihak yvang berwenang atau
bertanggung jawab pada kegiatan tersebut maupun yang berkomitmen untuk
melaksanakannya dibawah koordinasi Kepala Bappeda.

Bappeda Kabupaten Sukamara sclalu menganalisis kebutuhan masyarakat
terlebih dahulu untuk dijadikan masukan dalam penyusunan rancangan awal
RKPD. Bahwa program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Sebab program pembangunan dalam RKPD tersebut
adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang, walaupun tidak
seluruhnya aspirasi masyarakat diakomodir, sebab memperhatikan daftar prioritas
kegiatan pembangunan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Dalam
musrenbang selalu diakomodir dalam RKPD, Menurut hasil wawancara bahwa
aspirasi masyarakat yang diakomodir adalah yang sesuai dengan daftar prioritas
kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan akhir RKPD, program

pembangunan yang diusulkan dalam musrenbang, khususnya yang menyangkut
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kepentingan publik/ masyarakat selalu diakomodir.

Dalam rancangan akhir RKPD tdak diperbolehkan/diperkenankan
memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang,
kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul
kebutuhan program/kegiatan baru yang bersifat darurat, misainya karena ada
bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu,
maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasi musrenbang.
Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang telah mengalami
serangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagai pendekatan perencanaan
(teknokratis, politis, demokratis/patisipatif, bottom-up dan top-downy).

Program pembangunan dalam RKPD diimplementasikan sesuai dengan
waktu vang telah ditetapkan yaitu | tahun hal ini disebabkan oleh keterbatasan
dana pemerintah dalam APBD, tetapi jika ada program pembangunan yang belum
terealisasi pada tahun rencana, maka akan diusulkan kembali untuk perencanaan
pembangunan daerah yang akan datang, atau dalam perubahan APBD (PAPBD).
IMPLIKASI GOOD  GOVERNANCE TERHADAP  EFEKTIVITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Paradigma Good Governance membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu perlunya perencanaan
partisipatif untuk membuat perencanaan betul-betul relevan dan legitimate di mata
rakyat, serta mengurangi resiko benturan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga
perencanaan tidak perlu dijadikan Sukamara tempur, melainkan harus di

periakukan sebagai arena mempertemukan antara visi-misi besar pemerintah
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dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Perencanaan bukan lagi sebagai sebuah
keputusan politik dari pihak yang memerintah untuk diterapkan kepada yang
diperintah, melainkan sebagai arena bersama untuk membangun kemitraan antara
pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang bermakna tentu
harus menggabungkan antara kebijakan pemerintah dan parakarsa masyarakat itu.

Menurut Toha, Miftah, (1991:77) partisipasi merupakan jembatan antara
kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga perencanaan daerah
harus dilakukan dengan model dari bawah (bottom-up planning) atau sering
disebut dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Bagaimanapun,
perencanaan partisipatif yang melibatkan rakyat itu akan mempunyai tiga dampak
penting: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi; (2) memberi nilai
tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dan (3) meningkatkan kesadaran
dan keterampilan politik rakyat. Dengan demikian partisipasi masyarakat di
harapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, dimana
suatu perencanaan yang efektif dalam dimensi ini adalah, perencanaan yang
mampu secara tepat menetapkan pilihan, yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi yang ada. Maka, perencanaan pembangunan harus mengacu pada
beberapa kebijakan terkait meliputi: kebutuhan rakyat melalui analisis kebutuhan,
kapasitas pemerintahan daerah, kondisi sosial / konteks sosial dan eksternalitas
(dampak) kebijakan.

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh tentang penelitian
“Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2015) dan dihubungkan dengan indikator-indikator efektivitas perencanaan
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pembangunan. maka Penulis menginterpretasikan, bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dinilai sudah Efekif. Dengan
rasionalisasi, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara dan arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara yang termuat dalam RKPD tahun
2015 sudah diarahkan untuk kepentingan masyarakat, yang memuat kebutuhan
dasar warga dibidang keschatan, pendidikan, kesempatan kerja, infra struktur dan
penanggulangan kemiskinan, dimana kebutuhan rakyat ini diperoleh dari hasil
analisis kebutuhan dan dafam dokumen RKPD tidak
diperbolehkan/diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru vang tidak
melalui proses musrenbang. Dokumen RKPD Tahun 2015 vang dinilai sudah
sesuai dengan preferensi masyarakat adalah konsckuensi logis dari adanya
partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan mereka yang forumnya
adalah musrenbang dan transparansi Bappeda Kabupaten Sukamara dalam

mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN
Berdasarkan hasii penclimian. maka ditarik kesimpulan tentang Bagaimana

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Grod Governance (Pantisipasi Ban Transparansi) di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Sukamara dan Bagammana

Implikasi Good Govermmsce Terhadap Efekiivatas Perencanasn Pembangunan.

vang akam diuraikan schagai berikut:

I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sudah
menjalankan prinsip-prinsip Good Governance {panisipasi dap tranparansi)
dengan cukup baik. Perencanaon juga dinmikan sehagai suatn proses
pengambilan keputusan vang berdasarkan fakta. mengenai kegiatan-Legiatan
yang harus dilaksanakan demi tercapainva wijuan vang diharapkan atas vang
dikehendaki. Sesuai dengan Undangz-undang Nomor 25 Tahua 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionzl. maka Sisters Perencanaan
Pembangzunan Nasional mencakup lima pemdickaan vaitu: {1) polnmik. (2)
teknokratik. (3) panisipatif, (4) atas-bawah (top-downd, (3) bawah-mas
(bottom-up}. Ahli-ahli teori perencanaan publix mengemukakan beberapa
proses perencanaan { 1) perencanaan ieknokrat: {2) perencanaan partisipanif;
(3) pereocanzam top-down: (4) peremcamaan bottom up. Walaupun
Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum begitu maksimal dilakukan
sesuai dengan tataran teortis. sebab ada hambatan-hambaian dalam

menjalankannva  Partisipasi  masvarakat  daleom pemyelenggaraan
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pemerintahan misainya, belum sepenuhnva masyarakat dilibaikan dalam
seluruh tahapan penyelenggaraan pemenntahan, yaitu dalam praktek
operasional, keputusan anggaran dan pembuatan kebijakan. Partisipasi
masyarakat hanya terdapat pada tahapan operasional, yaitu perencanaan
pembangunan vyang forumnya musrenbang. Sedang dalam keputusan
anggaran, masyarakat tidak dilibatkan, hanya pihak DPRD dan SKPD saja.
Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah masih memandang bahwa
masyarakat bukan elemen penting dalam proses penganggaran dan sudah
terwakili di DPRD. Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar
yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan vang efektif dalam
menginformastkan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan
didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan
dengan aksi'tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya. Friedmann
menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat
banyak. Perencanaan juga merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah
publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang
terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan
dirasakan manfaatnya Beberapa manfaat perencanaan dapat dikemukakan
sebagai berikut:
I. Sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan
Perencanaan memberikan acvan dalam mempertimbangkan secara
seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara

melaksanakannya. Di dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif
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mengenai apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara
melaksanakannya. Oleh scbab itu, dengan adanya acuan yang sudah
“terpilih” akan memudahkan semua pihak untuk mengambil keputusan
yang sebaik-baiknya.

2. Sebagat panduan kegiatan dan monitoring. Tersedianya acuan tertulis
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program. Dengan adanya
acuan tertulis. diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian
(dibanding dengan pemnyataan tertulis) dan dapat dikaji ulang
(dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama, dan sesudah program
dilaksanakan. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap
usul/saran penyempumaan yang “baru”. Sepanjang perjalanan
pelaksanaan program seringkali muncul sesuatu yang mendorong
perlunya revisi penyempurnaan perencanaan program. Karena itu,
dengan adanya pernyataan tertulis, dapat dikaji seberapa jauh usulan
revisi tersebut dapat diterima/ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap
dapat tercapai, baik dalam arti jumlah, mutu dan wakiu yang telah
ditetapkan.

3. Sebagai rantai koordinasi, Perencanaan mencegah kesalahpahaman
tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang
dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Perencanaan membantu
pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua
pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan

dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
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4.  Sebagai dasar monitoring dan evaluasi Perencanaan memantapkan
tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya
dapat diukur dan dievaluasi. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan
telah dapat dicapai. maka diperlukan pedoman vang jelas, dapat
divkur, dapat dievaluasi setiap saat. oleh siapa pun. dan sesuai patokan
yang telah ditetapkan.

5. Sebagai rantai koordinasi Perencanaan juga membantu pengembangan
kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat
dan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan
untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.

6. Scbagai inventarisasi  kebutuhan  Perencanaan  mencegah
kesalahpahaman tentang tujuan akhir, dan mengembangkan
kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan.

7.  Sebagai alat untuk mencocokan perencanaan, pelaksanaan. hasil atau
perencanaan, pengembangan dan  kesejahteraan  Perencanaan
menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, dan waktu)
dan merangsang efisiensi pada umumya. Perencanaan juga menjamin
kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan
sendiri oleh masyarakat setempat.

Manfaat perencanaan juga sebagai berikut:
a.  menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai;
b. memberikan pegangan dan menetapkan Kegiatan-kegiatan yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut;
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c. organisasi memperoieh standar sumber dana terbaik dan

mendayagunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan;

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan

)

pembangunan yang forumnya adalah musrenbang, maka dapat disaring
aspirasi masyarakat, dan dijadikan sebagi bahan masukan bagi penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah, dan dalam dokumen RKPD tidak
diperbolehkan/diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang
tidak melalui proses musrenbang, artinya perencanaan pembangunan dinilai
sudah cukup efektif sebab merupakan kebutuhan masyarakat dan hasil
penjaringan  aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan dacrah (musrenbang), walaupun tidak seluruhnya aspirasi
masyarakat terakomodir, sebab dibadapkan pada keterbatasan sumber daya
keuangan pemerintah.

B. SARAN
Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan

untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, khususnya bagi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai objek

penclitian adalah:

1. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan Peraturan Daerah tersebut
merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan

masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut
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maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat vntuk turut

serta dalam pembangunan.

[

Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Sukamara harus lebih
transparan, dengan membuka akses yang mudah bagi masyarakat terhadap
intormasi dokumen-dokumen publik, dengan demikian masyarakat akan
dapat melakukan kontrol sosial, sehingga kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan /abuse of power) oleh pemerintah daerah dapat

diminimalisir.
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. Dengan lahimya Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
menghendaki agar penyelenggaraan pemerintaban dilandasi dengan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik aman lazim disebut dengan Good
Governance. Apakah Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good
Governance {Partisipasi, Transparansi)?

Jika sudah,
Transparansi dalam hal apa? Partisipasi yang bagaimana?

2. Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip Goeod Governance {Partisipasi,

Transparansi) tersebut Bappeda pernah mengalami kesulitan/ hambatan?

Jika pernah, hambatan/ kesulitan yang scperti apa?

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. menghendaki adanya

partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu

forumnya adalah Musrenbang. Apakah dalam Musrenbang. Bappeda sudah
mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi?

Apakah partisipasi masyarakat daiam pembangunan tersebut dipertukan?

4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tersebut?
Apakah memang seperti itu bentuk ideainya?

PJ

Mengapa?

5.  Apakah aspirasi masyarakat dalam Musrenbang selalu diakomodir dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPK.D)?

6.  Secara teoritis. ranah partisipasi masvarakat dalam pembangunan tidak
hanva mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan. tetapi juga
masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran,
implementasi dan evaluasi. Apakah dalam penvusunan Rencana Kerja
Anggaran {RKA) masyarakat dilibatkan seperti halnya dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)?

7.  Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat
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dalam pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi
masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, dan Perda merupakan
saranan hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan
masyarakat dalam pemerintahan Apakah tata cara / prosedur partisipasi
masyarakat adalam perencanaan pembangunan sudah terlembagakan dalam
suatu Peraturan Daerah?

8. Apakah Bappeda melakukan moniioring dan evaluasi terhadap
implementasi RKPD?

9.  Jika dalam pelaksanaan RKPD ierjadi suam penyimpangan, misainya ada
program pembangunan vang tidak terealisasi schagaimana mestinya, apakah
Bappeda melakukan suatu tindakan korektif?

10. Bagaimana mekanisme yang dilakuan Bappeda umtuk mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat unmtuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi
penyusunan Rencana Awal RKPD?

11.  Apakah program-program pembangunan daiam RKPD sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat?

12. Bagaimama praktek sistem perencanaan pembangunan dacrah pada
Kabupaten Sukamara?

i3. Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif
secara murni sesuai dengan teori. dimana masyarakat dilibatkan dalam

setiap tahapan penyelenggaraan pemernintahan?
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TANYA:
1. Decogan lahimya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2064, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilandasi deagan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik atau lazim disebui dengan Good
Governwnce. Apakah Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good
Governance {Partisipasi. Transparansi)?
Jika sudah.
Transparans: dalam hal apa? Partisipasi yang bagaimana?

JAWAR:

Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance {(Partisipasi.

Transparansi) etapi dalam tingkatan vang “cukup baik™ .

H Transparansi yang dilakukan Bappeda dalam hal mensosialisasikan jadwal
pclaksanan Musrenbang (Musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang
Kecamatan. dan Musrenbang Kabupaien). Sosialisasi tersebut dilakukan
dengan cara menyampaikan surat pemberdtahuan jadwal pelaksanaan
Musrenbang ke Desa/Kelurahan lalu selanjutnva Desa/Kelurahan akan
mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut.
biasanya sosialisast vang dilakukan Desa/Kelurahan dengan membuat
pengumuman di papan pengumuman kantor.

Bappeda akan menyvampatkan Surat undangan atas nama Bupati kepada
Desa’Kelurahan atau Kecamatan dengan teriebih dahuin menerima Surat
Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Menten: Dalam
Negeri Tentang Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang.

Selain it transparansi juga diterapkan dalam dokumen-dokumen publik
seperti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Dzerah (APBD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) vang dapat diakses oleh
masvarakat. Dokumen RKPD disosialisastkan dalam Musrenbang
Kabupaten. sedang dokumen APBD dapat diketzhut oleh masyarakat pada

i
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saat Sidang Paripurma DPRD dengan agenda pembahasan Rencapa Kena
Anggaran (RKA).
Dalam hal partisipasi. Bappeda selalu melaksanakan Musrenbang secara
bertahap. dimulai dart Musrenbang Desa’Kelurahan. Musrenbang
Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Dimana dalam proses Musrenbang
tersebut telzh melibatkan masvarakat. Namun ada kendalz vang drhadapi
dalam settap pelaksanaan Musrenbang, vaitu jadwal  petaksanaan
Musrenbang vang sering tidak tepat waktu dikarenakan terlambatnya Surat
Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan demgan Mendagri
diturunkan ke Kabupaten / Kabupaten. Bappeda sudah merckomendasikan
kepada Pemerintah Provinsi agar Surat Edaran tersebut dapat diturunkan
dibulan November’ Desember, namun sampai saat ini belum mendapat
tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
TANYA:
I.  Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi.
Transparansi) tersebut Bappeda pernah mengatami kesulitan/ hambatan?
Jika pernah. hambatan/ kesulitan yang seperti apa’?
JAWARB:
Bappeda pemah mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjaiankan

(B}

prinsip-prinsip  Good Governnace (Partisipasi dan Transparansi). Dalam  hal
transparansi misainva. befum maksimal dijatankan, hai ini terithat dan dokumen-
dokumen publik seperti APBD dan RKPD vang tidak dapat dengan mudah
diakses oleh masyarakat tuas. Dokumen tersebut hanya dapat diakses dalam
forum seperti Musrenbang dan Sidang Paripuma DPRD. Sebah adanya
kekhawatiran dani Pemerintah Daerah bila dokumen tersebut dipublikasikan
secara bebas kemasyarakat luas. maka akan menimbulkan reaksi vang negatif dari
masyarakat bila mercka merasa aspirasi yang mereka usung dalam Musrenbang
tidak sepenuhnya terakomodir dalam RKPD. Pemerintah Daerah khawatir akan
timbul konflik dan berimplikasi pada terganggunya stabilitas politik Kabupaten
Sukamara. Persepi masyarakat awam, tentunya mereka menghendaki agar usulan
pembangunan mercka dapat diakomodir sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah
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sebagal program pembangunan tahunan yang nantimya akan direalisasikan. Karena
masyarakat tidak masok dalam suatu sistern pemerimahan. schmeega mercka tidak
mengerti babwa ada mekanisme yang mengatur proses pengakomodiran aspirasi
masyarakat umuk dijadrkan sebagai program pembangunan tahunan atau disebut
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bappedz memang berperan
sehagat fastlitator dalam perencanaan pembanguman. Bappeda bertugas
mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang vang dimulati dari Musrenbang
Desa/Kelurzhan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. sosialisasi
tersebut dalarm bentuk Surat undangan yang ditanda tangani olch Bupati lalu
diberikan kepada pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Ketika Musrenbang
Desa’/Kelurahan dilaksanakan. aspirasi masyarakat akan ditampung sepenuhnva,
lalu Desa/Kelurahan akan mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam
bentuk proposal vang nantinya akan dibahas kembali dalam Musrenbang
Kecamatan. Tidak sepenuhnyva aspirasi masyarakat dalam  Musrenbang
Desa/Kelurahan diakomodir dalam RKPD  twtapi  harus  ditentukan  /
diidentifikasikan apa yang menjadi skala prioritas Kecamatan dan seicrusnya
dalam Musrenbang Kabupaten, prioritas Kecamatan discsuaikan dengan program
prioritas Kabupaten dan seterusaya sampai ketahapan Musrenbang Provinsi dan
Musrenbang Nasional. Sehingga aspirasi masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan
tidak dapat sepenuhnya terakomodir.

Dengan sistemn perencanaan pembangunan seperti ttulah salah satu penyebab
minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah sudah
berusaha untuk menyertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang
forumnya Musrenbang, tetapt pada prakteknya sering terjadi Musrenbang
Desa/Kelurahan yang minun partisipasi masyarakat.

Ada hal vang wmenyebabkan masyarakat comggan terlibat  dalam
pembangunan. Hal tersebut antara lain, yaitu sikap apatis masyarakat. dikarenakan
rendahnya pendidikan politik masyarakat. schingga mercka tidak mengerti
peranan dan manfaat serta fungsi diadakannya Musrenbang. masih rendahinya
akses terhadap informasi publik, kemandirian organisasi warga. rendahmya
keterlibatan kefompok perempuan dan rendahnya kapasitas mengelofa forum-
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JANYA:

L. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Temang
Sisterm  Perencanaan Pembanguwan Nasional, menghemdaki  adanya
partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu
forumnya adalzh Musrenbang. Apakah dalmn Musrenbang, Bappeda sudah
mengajak masyarakat unmk tkut serta berpartisipast?

Apakah partistpasi masyarakat dalam pembangunan tersebut diperlukan?
JAWAR:

Bappeda swdah meagajak masyarakat umuk  berpartisipasi  dalam
pembangunan, contohnya, melalut Desa/Kelurahan  Bappeda  sudah
mensosialisasikan  jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan
sefanjutnya Desa/Kelurahan yang akan mengumumkan kepada masyarakat untuk
ikut serta dalam proscs Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
sangat penting. karena demgan melibatkan masyarakat akan diketahui apa yang
menjadi kebatuhan masyarakat. sclungga dapat disusun program-program
pembangunan yvang merupakan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan.
Sefain itu. dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa “semse of
belonging ~ (rasa memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan. vang berimpiikasi
masyarakat akan turut serta memelihara hasil-hasit pembangunan.

Contoh: saat imi pembangunan jalan-jaian di Kabupaten Sukamara hampir
merata, hampir tidak terdapat lagi jalan-jaian vang rusak. Masyarakat ikut
menjaga hasif pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada
kendaraan vang beratnya / kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal vang
tertulis diportal, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. Sehingga
jalan udak mudah rusak.

Ada contoh kasus di Kabupaten lain. dimana Pemerintah daerahnya
membangun parit-parit. tetapi perencanaan dahufu tidak melibatkan partisipasi
masyarakat. Implikasinya, ketika parit-parit tersebut tersumbat dan dipenuhi oleh
sampah, masyarakat tidak berinisiatif untuk membersihkannya, mereka malahan

mengharapkan dan menunggu pemerintah untuk membersthkan parit-parit
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tersebust.
TANYA:
i. Bagaimana bentuk partisipasi masvarakat dalam Musrenbang tersebwt?

Apakah memang seperti iy bentuk ideainya?

Mengapa?

JAWAR:

Masvarakmt divndang dalam Musrepbang. dan masyarakat berhak untuk
menvampaikan aspirasinya. Sistem kommmikasi vang digunakan dengan cara
berdialog anmtara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah
Daerah menampung aspirasi masyarakat berdasarkan permasalaban-permasalahan
yang terdapat dalam kehidupan masvarakat tersebut. Tetapt dalam hal ini
partisipasi masyarakat hanya sebatas penyampaian aspirasi’ masalah-masalah
pada daerah mercka. tidak dalam ha! menentukan solusi pemecahan karena
bagian ity merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Walappurnr secara idealnya,
dalam perencanaan pembangunan partisipatif saat ini, masyarakat wajib dilibatkan
dalam sctiap tzhapan pembangunan, tetapi penegemahan perencanaan
pembangunan partisipatif versi pemerintah berbeda. Menurit sudut pandang
pemerintah, partisipasi masyarakat cukup hanya dalam penyampaian aspirasi
dalam Musrenbang dan ketika proses penvusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA), masyarakat tidak dilibatkan, karena merupakan wewenang pemerintah
saja (Eksekutif dan Legislatif). Karena dikhawatirkan partisipasi rpasyarakat
dalam setiap tahapan pembangunan hanya akan menimbulkan dampak high cost,
dan mengganggu konsentrasi kerja pemerimah dan wakin yang berbelit-belit/
lama red tape. s
TANYA:

I.  Apakah aspirasi masvarakat dalam Musrenbang sefalu diakomodir datam

Rencana Kerja Pemenintah Dacrah (RPKD)?

AWAB:

Aspirasi masvarakat selalu diakomodir datam Musrenbang. tetapr dalam
tahap pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKPD pertu
disaring kembali. dengan cara berkoordinasi dengan mstanst-instansi ferkait
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(SKPD) lalu drrumuskan priortas pembangunan. Dengan adanya skala prioritas
tersebin dan mengingat 1erbatasnya sumber daya dana dan wakm. maka tdak
sepenuhnva ! seluruhnya kehendak masyarakat dapat diakomodir dalam RKPD.

Dalam APBD memang alokasi anggaran publik /aparratus spending Hebih
besar dari pada anggaran pembangunan rpublic spending), yann T0% berbanding
30%. Tetapi hal tersebut hanva ditthat dari segi kuamtitatif. Yarng perie diketahui
bahwa 70% aparatus spending wu pun ditvjukan untuk penunjang kemudahan
pelavanan publik.

TANYA:

I.  Secara woritis. ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tdak
hanya mencakup partisipasi dalam perencamian pembangunan. wtapi juga
masyarakat berhak umuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran,
implementasi dan evaluasi. Apakah dalam penvusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) masvarakat dilibatkan seperti halnva dalam penyusanan
Rencana Kerja Pemerintah Daeral (RKPD3)?

JAWARB:

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA ). partisipas: masyarakat
diwakifi ofeh anggota DPRD. adapun mekanisme penvosunan RKA vaim.

SKPD mengusulkan anggaran umiuk program kerpa mereka. lalu ofeh tim
penvusun anggaran (Bappeda. Dinas Pendapatan. Pengelofa Kevangan dan Aset
DaeralvDPKAD) dibahas bersama-sama. dan tmm memutuskan atan menentukan
skala prioritas pembiavaan kegiatan vang ditentokan. lalu setelah disepakati
kemudian diesotkan ke DPRD lalu diparipurnakan. datam mhap i . masyarakat
(Organisasi Kemasyarakatan, £ SM. Pers) diperbolehkan untok menghadiri. Dan
setelah disetujui oleh DPRD, lalu akan dievaluasi oleh Gubernur. jtka 10 har
sudah berialu tanpa tanggapan. maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman
penyusunan APBD

Secara lebih renci pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran
daerah dan penyusunan RKA SKPD vaitu:

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah
dilakukan melalui 3 (tiga) hal. vaitu: KUA. PPAS, dan RKA SKPD. KUA, PPAS.
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dan RKA SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena
mentembatani  proses penerjemahan rencana ke dalam penganegaran. KUA.
PPAS. dan RKA SKPD disusim untuk memastikan bahwa kesepakatan
stakeholder atas tyjuan. sasaran, dan tarpet perencanaan dapat direalisasikan. Oleh
karena itu sangat perfu diperhatikan konsisiensi dokumen perencanaan seperty
RKPD. Renja SKPD dengan KUA, PPAS. dan RKA SKPD.

Penyusaran KUA dar PPAS
Pervusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) sertz rancangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementarz (PPAS) merupakan tanggung jawab

Kepala Daerah. Penvusunan rancangan KUA mengacu pada Peraturan Kepala

Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penvusunan APBD vang

ditetapkan oleh Menter: Dalam Negert setiap tahun. Sedangkan pemyusunan

rancangan PPAS disusun setelah terdapat kesepakatan KUA antars Pemermntah

Daerah dengan DPRD yang menjad: dasar penyusuman PPAS.

Sedangkan esenst Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah sebagas
berikut:

1. Disusun berdasarkan KUA vang telah disepakati

2. Disusun oleh TAPD dan dinas bersama Panitia Anggaran DPRD

Priasip-priasip Penyusanan KUA dan PPAS

Penvusunan KUA mengacu pada Perkada RKPD dan penyusunan PPAS mengacu

pada KUA yang telah discpakati amtara Pemerintah Dacrah dengan DPRD.

Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut:

l.  Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Dacrah kepada DPRD paling

lambat pada pertengahan bulan Juni.

Rancangan KUA berisikan antara laimn:

a.  Pencapaian kinerja dan uraian ringhies identifikasi
permasalahan/hambatan dan tantangan utama pada tahun sebelumnya,
perkiraan tahun berjalan dan perkiraan tahun yang direncanakaa.

b. Gambaran umum priofitas pembangunan yang diamanatkan dalam

RKPD

Kerangka ckonomi makso dan implikasinva twerhadap sumber

o

w
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pendanaan. yang memuat asumsi dan kondisi vang memjadi dasar
pencapaian sasaran tahun rencana. yang menvangkut: (1) faju mflasi.
(2) perumbuhan ckonomi regional. (3) tmgkat pengangguran
regional, (4} asumsi lainnva vang digumakan.
d. Perkiraan penerimaan untek mendanai seloruh pengeluaran pada
tahun yvang direncanakan.
e.  Format KUA diatur dalam Permendagri 132006
3.  Rancangan KUA dibahas bersama Pemda dengan DPRD
4. KUA yvang telah discpakati menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk
menvusun rancangan PPAS dan selamjutnya rancangan PPAS tersebut
disampatkan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Pembahasan PPAS paling lambat dilaksanakan pada minggy kedua bulan
Juh.
6.  PPAS memuat Prioritas dan Plafon Anggaran menurut urusan wapibvpilihan
dan organisasi penyelenggaraan Pemerimtahan Daerah
7. Pembahasan PPAS melalui langkah-langkah berikui :
a.  Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihaa.
b.  Menentukan uruian program dalam masing-masiig urusan
¢.  Menyuasun plafon anggaran sementara uniuk masing-masing program.
Peayusunan RKA SKPD
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belamja program. dan kegiatan SKPD) serta rencana
pembiayaan scbagai dasar penyusunan APBD.
Pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut:
I.  Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS vang efah disepakati
2. Disusun demgan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dacrah. penganggaran terpadu dan anggaran kinerja

3.  Menggunakan prakiraan maju-perkiraan belanja umtuk tahun berikumya

4.  Menggunakan pendekatan Kinerja (masukan dan keluaran

5.  Penilaian kewajaran dengan Standar Analisis Belama (SAB)

6. Pendekatan ASB : Analisis Standar Biava untuk menilai kewajaran Beban
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Kena dan Braya

7. Sesuai dengan TUPOXSE SKPD
Mengmmakan Standar Bizyva

9. Menggunakan Tolok Ukur Kinerja

10. Terdm atas belanja langsung (kegiatan) dan belanja tidak langsung
{pertodik atzu non kegiatan)

Prinsip-prinsip Pegyusenar RKA SKPD

RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip schagai berikut:

1. Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD megyusun RKA- SKPD
mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD vang ditetapkan Kepala
Daerah termasuk lampirannya yang mencakup KUA. PPA, kode rekening
APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja. standar satuan harga
serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM)

2 RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah. penganggaran terpadu  dan
penganggaran berdasarkan prestasi kinerja.

3. RKA-SKPD berisikaa :

a. Riagkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
b. Rincian anggaran pendapatan SKPD
¢. Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD.

d. Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan
kegiatan SKPD untuk zhun rencana dan tahun berikutnya (o+1).

¢. Rincian penerimaan pembiayaan dacrah

f.  Rincian pengeluaran pembiayaan dacrah

TANYA:

J. Dengan adanya Peraturan Dacrah (Perda) temtang partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, maka pemenntah berkewajiban umtuk memobilisasi
masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. dan Perda merupakan
saranan hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan
masyarakat dafam pemenntahan. Apakah tata cara / prosedur partisipasi
masyarakat adalam perencanaan pembangunan sudah teriembagakan dalam
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suaty Peraturan Dacrah?
AWARB:

Prosedur partisipast masvarakat dalam pembangiman behon teriembagakan
dalam suatu Perda. sebab jika pemerimah daerah mein mengeluarkan Perda. maka
ada prosedur nva vaiu, menungon Instruksi dari Mendagri. Instruksi ini
merupakan landasan hukum pembuatan Perda.

ANYA:

l.  Apakah Bappeda melokukan monitoring dan  evalwast  terhadap
implementas: RKPD?

AWARB:

Bappeda selalu melakukan monnoring dan evaluasi. sebab hal tersebut
merupakan tugas pokok dan fungs: Bappeda bidang monitoringdan pelaporan.
Setiap triwulan Bappeda akan memonitor pelaksanzan pembangunan pada
masing-masing Satuan Kera Perangkat Daerah (SKPD). Apakah SKPD tersebut
sudah menjalankan program kerjanya sesuai dengan rencana atau belum. Iika
belum, maka Bappeda akan meminta penjelasan pada instansi yang behwn secara
maskimal menjalankan program Kerjamya, lalu hasil dari monitoring tersebut akan
didokumentasikan dalam laporan yang mantinya akan disampatkan ke Inspekiorat
Daerah (Inspektorat} dan Bupati.

TANYA:

I, Jika dalamn pelaksanaan RKPD terjadi suatu penyimpangan, misalnya ada
program pembangunan yang tidak terealisast scbagamana mestinya, apakah
Bappeda melakukan suatu tindakan korektif?

Ya. sesuat dengan Tupoksi Bappeda. maka Bappeda sefalu memonitor dan
mengevaluasi implementasi  program-program  pembangunan  masing-masing
instansi (SKPD). dengan cara berkoordinasi demgan mstansi terkait. Jika ada
terdapat program pembangunan vang belum ierealisasi . maka Bappeda akan
kembali mengusulkan program pembangunan vang belum terealisasi tersebut pada
Musrenbang vang akan datang. Sebab memang tidak sepenuhnya pogram-
program pembangunan dalam RKPD terealisasi sesuai dengan waktu dan rencana
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yang telah ditetapkan mengingat keterbatasan sumber dana keuangan dan skala

TANYA:

}. Bagaimana mekanisme yang dilakuan Bappeda umtuk mengidentifikasi
kebutuhan masvarakat wmtuk dijadikan sebagat bahan masokan bagi
penvusunan Rencana Awal RKPD?

JAWAR:

Dengan melakukan sistern jaring asmara {aspirast masyarakat) dalam bentuk
melakukan public hearing. Atan langsung terjun kelapangan dengan melihat dan
memargau langsung kondisi sosial masyarakat Dalam hal menginventarisic
permasalahan dalam bidang ekomomi. sosial dan budaya (pendidikan dan
keschatan), Bappeda berkoordinasi dengan SKPD terkait , lalu melalui SKPD
tersebut  dikumpulkan data-data / informasi yang menyangkut Kebutuhan
masyarakat. Problem-problem yang disampaskan SKPD menjadi impur bagi
Bappeda untuk pemyusunan rencana awal . Jadi dalam hal ini, Bappeda berperan
sebagai unit perencana, sedang masalah teknis dijalankan oleh masing- masing

SKPD.

TANYA:

I.  Apakah program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat?

Program-—program pembangunan dalam RKPD sudak sesuat dengan
kebutuhan masyarakat, scbab program-program pembangunan dalam RKPD
terscbut adalah hasil akhir dari penjaringan aspirasi masyarakat dakam
Musrenbang. Sehingga merupakan kebutuhan masyarakar walaupun belum
sepenulinya  menampung  aspirasi  masyarakat sebab penentuan  program
pcmbangunan untuk dimasukkan dalam RPKD adalah hasil seleksi berdasarkan
skala prioritas dan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah.

Kualitas dan efektititas RKPD diienmtukan oleh adanva hal-hal sebagai
berikut:

a.  Review yang cukup menveluruh tentang kinena pembangunan daerah dalam
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periode lalu (1-3 tabhun faln) vmuk mengidentihkas) faktor imemal dan
eksternal vang telah berpengaruh pada kinena pelayanan SKPD

b. Kejelasan rumusan status dan kedudukan kinepa permbangunan daerah masa
kini dalam penvelenggaraan berbagal fungsi. urusan wajtb, atap wrusan
pilihan

¢.  Kajian perspektif masa depan dacrah: mengantisipast perubahan- perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan
mempengaruht kinenjz pembangunan daerah dan merumuskan apa yang
perlu dilakukan agar kinega daerah dalam pembangunan dapat
ditingkatkan lebih efisien, dan efektif.

d.  Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daersh dan
identifikasi langkah-lanckah strategis untuk memperbalki  kinega
pembangunan daerah

e. Konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengam visi, mist, dan
agenda Kepala Daerah terpilih, tujuan. strategi, kebijakan, dan capaian
program RPIMD, RKPD, dan Pedoman Pemvusunan APBD yang
diterbitkan oleh MENDAGRI.

f. Penerjemahan yang baik dan sistematis dart visi, nist, dap agenda Kepala
Daerah terpilih dan RPIMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi,
dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dacrah.

g. Penyusuman Program dan Kegiatan berbasis kinetja dan mengakomodasikan
Standar Pelayanan Minimal

h. Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis daiam pengelotaan keuangan
daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategt. dan arah
kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD

i Dilakukannya pruses perencanaan yang demokratis dan partisipatil dzfam
keseturuhan proses pengambilan keputusan penvusunan RKPD  dan
kesesuaian amtara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan
Forum Multi Siake holder SKPD

TANYA:

L Bagaimana praktek sistem perencanaan pembangunan daerah pada
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Kabupaten Svkamara?

2 Apakah sudah menerapkan sistem perencamaan pembangunan partisipatif
secara murni sesum dengan teon. dimana masyaraka diltibatkan dalam
setiap tahapan penyelenewaraan permerintahan?

JAWAR:

Sistern  perencanaan pembangunan pada Kabupaten Sukamara sudah
menerapkan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, namun Perencanaan
Pembangunan Partisipatif dalam hal ini diterfemahkan secara berbeda oleh
Pemerintah Daerah (Bappeda), dimana Perencanaan Pembengunan Partisipatif
menurut persepsi Bappeda tidak sckompleks dan seideal teort Perencanaan
Pembangunan Partisipatif i sendiri. Secara teoritis. dalam system politik
demokratis. masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, dengan posisi
mulia masyarakat tersebut, maka menjadikan masyarakat sebagai subjek
pembangunan, maka lebih jash.masyarakat sejatinya dilibatkan dalam setiap
tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Dal hal pembangunan misalnya, ranah
partisipasi masyarakat yvaiu, pada tahap perencanaan, penganggaran,
implementasi dan evaluasi. Namun, pada praktehnya teori tersebut jika
ditmplementasikan tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Schingga
pada tatanan praktis, partisipast masyarakat hanya dalam penyampaian asprasi
dalam tahap perencanaan pembangunan yang forumnya adalsh Musrenbang
Sedang pada tahap penganggaran, partisipast masyarakat diwakili olelt DPRD.

Menurut Bappeda, ttulah bentuk ideal partisipast masyarakat di Kabupaten
Sukamara. Secara lebih spesifik disebutkan system perencanaan pembangunan di
Kabupaten Sukamara adalah system perencanaan pembangunan pastisipatif
tertutup.

System ini diterapkan karena:

Keragaman suku, ras, agama masyarakat Kabupaten Sukamara, schingga
dengan keragaman tersebut sulit untuk menyvatukan pendapat diakibatkan adanya
sikap egoistic self inferest, schingga menimbulkan banyak keragaman keinginan
yang sulit umuk dibuat menjadi satu kesepakatan bersama.

Dikhawatirkan jika Perencanaan pembangunan partisipatif terbuka
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dilaksanakan. maiah akan menimbulkan konflik. scbabmasyarakast Kabupaten
Sukamara dengan kuitur vang beragam. 1PM yvang masth rendah akan suiit untuk
duduk bersama membuat suat kesepakatan bersama.

Menunut Bappeda. sepaniang masvarakat sodah terlibat dalam  Musrenbang
dan aspirasi mereka ditampong ¢/ diakomodir oleh pemerintah, ituiah makna
Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Dan secara spesifik sehemarnva ada Yima pendekatan perencanaan
pembangunar, dalam penyvusunan RKPD vartu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif, top-down dan bottom-up.

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dar Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarmya merupakan suato proses pemikiran

strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program

dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapar tujuan, sasaran
pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD.

Penyusunan RKPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi

dalam MCRYUSHI, mengorganisasikan, mengimplemcntasikan,

mengendalikan, dan mengevaluast capaian program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai

berikut:

a  Review menyeluruh tentang Kinerja pembangunan tahun lalu

b. Rumusan status, kedudukan kinerja pembangunan daerah masa Kint

¢. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi

penyusunan RKPD

d. Rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART

{specific, measurabie, achievable. result oriented. time bound)

¢.  Rumusan alternatif strategi umtuk pencapaian tujuan

f. Rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi

g.  Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana

(kendala fiskal daerah)

h. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis

kinenjalolok ukur dan target Kinerja capaian program dan Kegiatan
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dengan mempertimbangkan Standar Pelavanan Minimal

i Tolok vkur dan target kinena keiluaran

j-  Tolok ukur dan target kinerja hasil

k.  Pagu indikanf program dan kegiatan.

1. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan vnink satu tahun
berikuinya

m. Kejelasan siapa bertancgung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran
dan hasil, dan waktu penvelesaian. termasuk review kemajuan

pencapaian sasaran
2. Pesdekatan Demokratis dam Partisipatif
Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat
hal-hal sebagat berikut:
a. ldentifikasi stakcholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan di setiap tahapan pemyusunan RKPD
b.  Kesetaraan antara stakeholder dari unsur pemerintah dan pon pemerintah
dalam pengambilan keputusan
Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
d. Keterwakilan yang memadai dart seluruh  segmen masyarakat, terutama
kaum perempuan dan kelompok marjinal
¢.  Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD
Pelibatan media
g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dan segi pencrapan
perencanaan partisipatif
k.  Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan
keputusan seperti perumusan prioritas st dan permasalahan. perumusan
tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program
3. Pendekatan Politis
Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Konsuliasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang
tepat, sistematis atas visi, mist, dan program Kepala Daerah Terpilih
ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan
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daerah
b.  Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penvusunan RKPD
c.  Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penvosunan RKPD
d. Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RKPD
e.  Pembahasan terhadap RANPERKADA RKPD
f.  Pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah vang mengikat

semua pthak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan
4. Pendekatan Bottom-up
Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
a.  Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat umtuk melihat
konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
b.  Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan
masyarakat tentang prioritas pcmbangunan daerah
¢.  Mempertimbangkan hasit Forum SKPD
5. Pendekatan Top down
Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:
a.  Sinergi dengan RKP dan RENJAK/L
b.  Sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPIMD
c.  Sinergi dan konsistensi dengan RFRWD
d. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap  fujuan-tujuan
pembangunan global seperti  Millemium  Developmernt  Godls,
Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi  Manusia,
pemenuhan air bersth dan sanitasi. dsb
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